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Fidya Ramadhani, (B11109449), Penerapan Asas Keseimbangan dalam 
Perjanjian Antara Penyedia Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat 
Komitmen (dibimbing oleh Prof.Dr.Ahmadi Miru,S.H.,M.H. dan 
Dr.Nurfaidah Said S.H.,M.H.,M.Si). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Asas 
Keseimbangan dalam Perjanjian Antara Penyedia Jasa Konstruksi dengan 
Pejabat Pembuat Komitmen dan untuk mengetahui bentuk perlindungan 
hukum terhadap Penyedia Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat 
Komitmen. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, Prov. Sulawesi 
Selatan  yang dilakukan di empat instansi   yang berhubungan dengan 
pelaksanaan jasa konstruksi yaitu di kantor Gabungan Pengusaha 
Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo), Dinas Pekerjaan Umum & 
Prasarana Wilayah, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, dan Kantor 
Sekretaris Daerah Kota Parepare Bagian Keuangan dan Bagian 
Pembangunan. Teknik penelitian yang dilakukan yaitu penelitian 
kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara langsung 
dengan pihak-pihak yang terkait. Teknik penarikan sampel yang 
dipergunakan oleh penulis adalah teknik non random sampling dimana 
sampel penelitian adalah penyedia jasa konstruksi yang tergabung dalam 
Gapeksindo sebanyak 5 (lima) orang. Pada penelitian ini analisis data 
yang digunakan adalah analisis data deskriptif analitis. 
Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan adalah, bahwa 
Penerapan asas keseimbangan dalam isi perjanjian antara penyedia jasa 
dan pengguna jasa dalam hal ini PPK, masih kurang berimbang karena 
adanya beberapa klausul di dalam perjanjian yang dapat merugikan pihak 
penyedia jasa, sehingga menyebabkan ketidaksetaraan posisi kedua 
belah pihak, yang mana pihak PPK menjadi lebih tinggi kedudukannya 
dibandingkan penyedia jasa. Bentuk perlindungan hukum terhadap 
penyedia jasa konstruksi dan pejabat pembuat komitmen telah tertuang 
dalam kontrak kerja konstruksi. Adapun salah satu bentuk perlindungan 
hukum bagi pejabat pembuat komitmen, yaitu ketika penyedia jasa 
konstruksi terlambat menyelesaikan pekerjaannya maka secara otomatis 
mereka akan dikenakan denda yang akan dipotong langsung dari 
pembayaran prestasinya. Sedangkan perlindungan hukum bagi penyedia 
jasa konstruksi belum sepenuhnya terpenuhi karena ketika penyedia jasa 
konstruksi merasa dirugikan oleh pihak pejabat pembuat komitmen yang 
melakukan wanprestasi, sangat sulit bagi penyedia jasa konstruksi untuk 
melakukan gugatan sebab terkendala pada rasa kekhawatiran yang tinggi 
bahwa hal tersebut akan berpengaruh terhadap penilaian kinerjanya pada 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Pembangunan yang dilakukan di Indonesia sudah dimulai sejak 
sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu pada masa pemerintahan 
Belanda. Pada saat itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
konstruksi tidak begitu banyak, hanya sekitar enam perusahaan dan 
merupakan anak perusahaan dengan induknya berada di Netherland. 
Disamping keenam perusahaan kontraktor Belanda tersebut ada juga  
beberapa Perusahaan kontraktor kecil Indonesia yang berfungsi sebagai 
sub kontraktor dan pemasok.1  
 Setelah Indonesia merdeka, banyak tenaga bangsa Belanda 
seperti tenaga teknik, profesor, guru, direktur perusahaan, dan arsitek, 
kembali ke negaranya. Hal ini menyebabkan posisi ini harus diisi oleh 
orang Indonesia. Pada periode ini terjadi ketidakstabilan perekonomian 
Indonesia, tidak tersedia dana yang cukup untuk perkembangan, kecuali 
hanya untuk pekerjaan rehabilitasi dengan bantuan asing.2 
 Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 1965 dilakukanlah 
pembenahan dalam program pembangunan maupun pelaksanaannya. Hal 
                                                             
1
 Artikel yang berjudul “Jasa Konstruksi”, diakses di 
www.pu.go.id/satminkal/itjen/.../uu_18_1999.pdf,  pada tanggal 28 April 2013, pukul 20.20 
WITA. 





ini dapat dimungkinkan karena adanya kestabilan di bidang politik, 
ekonomi dan keuangan. Lembaga pemerintah mulai melaksanakan 
pembangunan yang memberikan titik awal kebangkitan jasa konstruksi 
nasional. Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis, 
mengingat jasa konstruksi menghasilkan produksi akhir berupa bangunan 
atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa sarana maupun prasarana 
yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai 
bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudukan 
masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan 
dalam mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi 
berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai 
industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaran 
pekerjaan konstruksi.3 
 Dalam Pasal 1601 KUH Perdata dijelaskan mengenai perjanjian 
pemborongan yang mana terdapat dua pihak, yaitu pihak pemborong dan 
pihak yang memborongkan. Dalam hal ini, pihak pemborong atau yang 
lazimnya disebut sebagai kontraktor adalah pihak yang mengikatkan 
dirinya kepada pihak yang memborongkan pekerjaannya untuk melakukan 
pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik pekerjaan/proyek. 
Pemborong atau kontraktor bisa disamakan dengan orang atau suatu 
                                                             
3 Rizki Wahyu Sinatria Pianandita, 2009, “Penanganan Sengketa pada Kontrak Konstruksi yang 
Berdimensi Publik (Tinjauan Hukum Atas Putusan BANI No.283/vii/ARB-BANI/2008)”, Tesis, 





badan hukum atau badan usaha yang mana mereka dikontrak atau di 
sewa untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang 
dimenangkannya dari pihak pemilik pekerjaan. Sedangkan pihak yang 
memborongkan pekerjaannya adalah pihak yang mengikatkan dirinya 
kepada si pemborong untuk dikerjakan pekerjaannya yang mana pemilik 
pekerjaan ini berasal dari instansi/lembaga pemerintahan, badan hukum, 
badan usaha, ataupun perorangan.4 
 Bidang usaha kontraktor sebenarnya sangat luas dan setiap 
kontraktor memiliki fokus usaha dan spesialisasi di bidangnya masing-
masing, salah satunya kontraktor bidang konstruksi atau dikenal dengan 
istilah kontraktor bangunan atau penyedia jasa konstruksi. Adapun perihal 
mengenai Jasa konstruksi dan penyelenggaraannya diatur dalam Undang-
undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan 
Pemerintah No. 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi. Selain itu, untuk pekerjaan konstruksi milik pemerintah secara 
umum diatur juga dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan perubahan kedua dari Perpres 
No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.5  
 Dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang bekerja sama dengan 
instansi/lembaga pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) selaku pejabat yang akan bertanggung jawab 
                                                             
4     Artikel yang berjudul “Perbedaan Kontraktor dan Pemborong”, diakses di  
www.cvemasnapropertindosentosa.blogspot.com pada tanggal 30 april 2014 pukul 09.27 
WITA. 





atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan dengan 
penyedia jasa konstruksi. Ada beberapa tahapan, yang pertama adalah 
dibuat rencana umum pengadaan oleh pengguna anggaran, kemudian 
menetapkan PPK yang nantinya akan menyusun Harga Perkiraan Sendiri 
(HPS) dan menyusun rancangan kontrak yang disebut juga sebagai 
Kontrak Kerja Konstruksi. Setelah dokumen tersebut selesai, PPK 
menyerahkannya kepada bagian keuangan untuk disetujui terlebih dahulu, 
hal ini terkait dengan ketersediaan anggaran. Apabila telah mendapat 
persetujuan, PPK menyerahkannya kepada panitia Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) untuk melakukan proses pelelangan dan menetapkan 
pemenang lelang/tender. Setelah panitia ULP telah mendapatkan 
pemenang lelang, panitia ULP menyerahkan kembali kepada PPK untuk 
melaksanakan proses selanjutnya, yaitu penandatanganan kontrak kerja 
konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi yang telah memenangkan 
proses lelang.6  
 Rancangan kontrak yang disusun oleh PPK meliputi Syarat-Syarat 
Umum Kontrak (SSUK), pelaksanaan kontrak, penyelesaian kontrak, 
adendum kontrak, pemutusan kontrak, hak dan kewajiban para pihak, 
personil dan/atau peralatan penyedia, pembayaran kepada penyedia, 
pengawasan mutu, serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Semua 
rancangan ini disusun berdasarkan Peraturan Kepala LKPP No. 6     
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pepres No. 70 Tahun 2012 dan 
                                                             





Peraturan LKPP No. 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Kepala LKPP No. 2 Tahun 2011. 
 Pada umumnya perjanjian pengadaan barang/jasa yang dibuat 
dalam bentuk kontrak kerja konstruksi menggunakan perjanjian baku yang 
mengikat antar PPK dan penyedia jasa konstruksi. Klausula-klausula 
dalam kontrak tersebut telah dirancang sebelumnya oleh PPK dengan 
berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Teknis Pepres No. 70 Tahun 2012 dan Peraturan LKPP No. 6 
Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LKPP 
No. 2 Tahun 2011 tanpa melibatkan penyedia jasa konstruksi. Penyedia 
jasa konstruksi yang telah memenangkan pelelangan proyek harus 
menerima klausula-klausula yang telah disiapkan oleh PPK. 
 Apa yang terkandung dalam kontrak pemerintah pada dasarnya 
adalah kemauan sepihak dari pemerintah. Syarat-syarat dalam kontrak 
telah disiapkan oleh pemerintah melalui perancang yang terampil dan 
berpengalaman. Pihak kontraktor atau pemasok hanya mempunyai dua 
pilihan, setuju atau tidak setuju. Sama sekali tertutup kemungkinan 
melakukan penawaran balik. Kontrak baku yang secara luas digunakan 
dalam praktek kontrak pemerintah dengan demikian hanya menyisakan 





dipatuhi.7 Kontrak baku tersebut menghilangkan hak dari pihak penyedia 
jasa konstruksi untuk mengadakan negosiasi pada saat pembentukan 
kontrak, sehingga posisi para pihak tidak seimbang. Pihak Penyedia Jasa 
hanya dapat memilih antara dua, menerima atau menolak kontrak kerja 
konstruksi yang telah dirumuskan oleh PPK terlebih dahulu. Apabila pihak 
penyedia jasa konstruksi bersedia menerima kontrak, maka mereka harus 
menandatangani kontrak kerja konstruksi itu. 
 Ketidakseimbangan antara jumlah pekerjaan konstruksi/proyek dan 
banyaknya penyedia jasa konstruksi mengakibatkan posisi tawar penyedia 
jasa konstruksi menjadi lemah. Banyaknya jumlah Penyedia Jasa 
Konstruksi membuat PPK leluasa melakukan pilihan. Adanya 
kekhawatiran tidak mendapatkan pekerjaan yang ditenderkan oleh pemilik 
proyek menyebabkan penyedia jasa konstruksi mau saja menerima 
kontrak kerja konstruksi yang dibuat oleh PPK. 
 Sebenarnya dalam kontrak kerja kontruksi diberikan kesempatan 
kepada pihak penyedia jasa kontruksi untuk melakukan perubahan dalam 
kontraknya. Hanya saja, perubahan ini dimungkinkan dalam hal-hal 
tertentu saja, misalnya cara pembayaran atau jangka waktu penyelesaian 
pekerjaan, itupun apabila hal tersebut cukup memungkinkan karena akan 
kembali mempertimbangkan kondisi lapangan, apakah memang 
diperlukan perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. 
 Adanya kontrak baku ini menyebabkan terjadinya 
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ketidakseimbangan  dalam kontrak kerja konstruksi tersebut karena ada 
beberapa klausula yang dianggap dapat merugikan pihak penyedia jasa 
konstruksi, salah satunya masalah pemenuhan prestasi. Pada dasarnya 
masih ada beberapa hal dalam klausula-klausula tersebut yang harus 
betul-betul ditegaskan. Banyak kasus yang terjadi, dimana penyedia jasa 
konstruksi dituntut oleh pengguna jasa karena melakukan wanprestasi. 
Padahal pada kenyataannya tidak hanya penyedia jasa konstruksi yang 
memungkinkan melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaannya, 
bahkan pihak pengguna jasa konstruksi pun tidak jarang melakukan 
wanprestasi, misalnya dalam hal keterlambatan pembayaran prestasi 
yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi secara tepat waktu 
dan tanpa cacat sedikitpun. 
 Misalnya ketika penyedia jasa melakukan wanprestasi dalam hal 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka penyedia jasa akan 
dikenakan denda yang mana denda tersebut akan secara otomatis 
dipotong atau diambil dari angsuran pembayaran pekerjaan penyedia. 
Sedangkan yang terjadi sebaliknya, yaitu apabila pihak PPK selaku 
pengguna jasa yang terlambat melakukan pembayaran prestasi terhadap 
penyedia, pihak penyedia jasa harus terlebih dahulu mengajukan tagihan 
disertai perhitungan dan data-data. Namun, pada kenyataannya yang 
terjadi selama ini adalah belum pernah ada pihak dari penyedia jasa yang 
berani  menggugat hal tersebut dengan mengajukan tagihan kepada pihak 





ataupun dijadikan sebagai suatu penilaian untuk mendapatkan dan 
mengerjakan suatu proyek kedepannya. 
 Selain itu, terkadang pihak penyedia jasa konstruksi terlambat 
menerima pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaannya  
(termijn) dari pemerintah selaku pengguna jasa dengan alasan sedang 
tidak ada dana di kas daerah. Dengan adanya keterlambatan pembayaran 
ini, tentu akan mempengaruhi kinerja dari penyedia jasa konstruksi, 
misalnya dalam hal waktu penyelesaian pekerjaan yang sedang 
dikerjakan juga akan ikut mengalami keterlambatan. Tetapi di satu sisi, 
ketika penyedia jasa konstruksinya terlambat menyelesaikan 
pekerjaannya, penyedia jasa konstruksi tersebut tetap dikenakan denda 
keterlambatan, padahal keterlambatan ini juga terjadi dikarenakan adanya 
keterlambatan pembayaran termijn dari pihak pemerintah. 
B.  Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan tersebut di 
atas dan untuk membatasi pembahasan, maka permasalahan penelitian 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian 
antara Penyedia Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat 
Komitmen? 
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Penyedia 





C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
 Berdasarkan permasalahan  di atas, tujuan dan kegunaan yang 
ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan dalam 
perjanjian antara Penyedia Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat 
Komitmen. 
b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Penyedia 
Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen. 
 2. Kegunaan Penelitian  
 Selain tujuan, tentunya penulisan ini juga mempunyai beberapa 
kegunaan. Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut. 
a. Manfaat Teoritis / Akademis 
 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada 
khususnya, serta bagi yang berminat meneliti lebih lanjut 
mengenai perjanjian antara Penyedia Jasa Konstruksi dengan 
Pejabat Pembuat Komitmen. 
b. Manfaat Praktis 
- Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang 
pelaksanaan Jasa Konstruksi. 
- Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat 





- Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan 
pertimbangan bagi pemerintah atau pihak-pihak yang terkait 




























A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 
 1. Pengertian Perjanjian 
 Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian 
adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini 
menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang 
menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan 
diri.8  
  Menurut Ahmadi Miru, perjanjian merupakan suatu peristiwa 
hukum di mana seorang berjanji untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu. Selain itu, kontrak dan perjanjian mempunyai 
makna yang sama karena dalam B.W. hanya dikenal perikatan yang 
lahir dari perjanjian dan yang lahir dari undang-undang atau yang 
secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:9 
“Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, 
perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi dua,yaitu 
dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena 
perbuatan manusia. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari 
undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua, 
yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang 
melanggar hukum.” 
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 Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa 
dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang 
itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.10 
2. Unsur-Unsur Perjanjian  
Dalam suatu kontrak atau perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu 
sebagai berikut:11 
2.1. Unsur Esensialia  
  Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam 
suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur 
esensialia ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam 
kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan 
harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga 
dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena 
tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan. 
2.2. Unsur Naturalia 
  Unsur naturalia adalah unsur yang telah diatur dalam undang-
undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam 
kontrak, maka undang-undang yang mengaturnya. Dengan 
demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu 
dianggap ada dalam kontrak. Contohnya jika dalam perjanjian tidak 
diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku 
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ketentuan dalam KUH Perdata bahwa penjual yang harus 
menanggung cacat tersembunyi. 
2.3. Unsur Aksidentalia 
  Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau 
mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. 
Contohnya dalam perjanjian jual beli dengan angsuran 
diperjanjikan bahwa pihak debitor lalai membayar utangnya, 
dikenakan denda 2 (dua) persen perbulan keterlambatan, dan 
apabila debitor lalai membayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, 
barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa 
melalui pengadilan. Demikian pula klausula-klausula lainnya yang 
sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan 
unsur esensial dalam kontrak tersebut. 
 3. Syarat Sahnya Perjanjian 
 Walaupun dikatakan bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya 
kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun 
masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya 
kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:12 
(1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
(2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
(3) Suatu hal tertentu 
(4) Suatu sebab yang halal 
                                                             





  Keempat syarat tersebut  biasa juga disingkat dengan 
sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas akan diuraikan 
lebih lanjut sebagai berikut: 
3.1 Kesepakatan  
  Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah 
persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara 
penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan 
berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. 
Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja 
terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan 
hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara 
lainnya yang tidak secara lisan.
13
   
  Secara sederhana keempat hal yang menyebabkan 
terjadinya cacat pada kesepakatan tersebut secara sederhana 
dapat dijelaskan sebagai berikut:14  
a) Kekhilafan terjadi jika salah satu pihak keliru tentang apa yang 
diperjanjikan, namun pihak lain membiarkan pihak tersebut 
dalam keadaan keliru.  
b) Paksaan terjadi jika salah satu pihak memberikan 
kesepakatannya karena ditekan (dipaksa secara psikologis), jadi 
yang dimaksud dengan paksaan bukan paksaan fisik karena jika 
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yang terjadi adalah paksaan fisik, pada dasarnya tidak ada 
kesepakatan.  
c)  Penipuan terjadi jika salah satu pihak secara aktif memengaruhi 
pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan 
sesuatu atau melepaskan sesuatu.  
d) Penyalahgunaan keadaan terjadi jika pihak yang memiliki posisi 
yang kuat (posisi tawarnya) dari segi ekonomi maupun psikologi 
menyalahgunakan keadaan sehingga pihak lemah menyepakati 
hal-hal yang memberatkan baginya. Penyalahgunaan keadaan 
ini disebut juga cacat kehendak yang keempat karena tidak 
diatur dalam KUH Perdata, sedangkan tiga lainnya, yaitu 
penipuan, kekhilafan, dan paksaan diatur dalam KUH Perdata. 
3.2 Kecakapan  
   Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk 
melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai 
dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun 
usianya belum mencapai 21 tahun. Khusus untuk orang yang 
menikah sebelum usia 21 tahun tersebut, tetap dianggap cakap 
walaupun dia bercerai sebelum mencapai 21 tahun. Jadi janda atau 
duda tetap dianggap cakap walaupun usianya belum mencapai 21 
tahun.15  
                                                             





  Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 tahun 
atau sudah menikah, tidak semua orang yang mencapai usia 21 
tahun dan telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap 
menurut hukum karena ada kemungkinan orang yang telah 
mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah, tetapi tetap dianggap 
tidak cakap karena berada di bawah pengampuan, misalnya karena 
gila, atau bahkan karena boros.16  
3.3 Hal Tertentu 
  Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya 
perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian 
yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan objek yang 
tertentu. Jadi tidak bisa seseorang menjual “sesuatu” (tidak 
tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata sesuatu 
itu tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu.17 
3.4 Sebab yang Halal 
   Syarat ini mengenai suatu sebab yang halal, ini juga 
merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan 
dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam 
hukum Islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi 
perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-
undang kesusilaan dan ketertiban umum.18  
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 4. Asas-Asas Perjanjian 
 Di dalam hukum kontrak dikenal banyak asas, diantaranya 
adalah sebagai berikut:19 
4.1   Asas Konsensualisme 
   Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan 
kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat 
karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya 
kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, 
apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, 
walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini 
berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak 
melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut 
bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan 
kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.  
  Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis 
kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual 
sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riel tidak berlaku. 
4.2 Asas Kebebasan Berkontrak 
   Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas 
yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak 
ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal          
1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat 
                                                             





secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada        
Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat 
sahnya perjanjian.20 
   Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan 
kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang 
berkaitan dengan perjanjian, diantaranya:21 
a. bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau 
tidak; 
b. bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian; 
c. bebas menentukan isi atau klausula perjanjian; 
d. bebas menentukan bentuk perjanjian; 
e. kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. 
   Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang 
menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak 
terlepas juga dari sifat Buku III KUH Perdata yang hanya 
merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat 
menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-
pasal tertentu yang sifatnya memaksa.22  
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4.3  Asas Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda) 
  Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk 
memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung 
janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para 
pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat 
dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 
bagi mereka yang membuatnya.23 
  4.4 Asas Iktikad Baik  
   Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal 
dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur 
dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan 
dengan iktikad baik. Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda 
memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap 
praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad 
baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik 
tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian 
antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam 
suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan 
hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua 
belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-
kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon 
                                                             





pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk 
mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap 
pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing 
pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak 
yang berkaitan dengan iktikad baik.24 
   Di samping keempat asas di atas, di dalam Lokakarya 
Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai 
dengan tanggal 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 
delapan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu 
dijelaskan sebagai berikut:25 
1. Asas kepercayaan 
Asas Kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang 
yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap 
prestasi yang diadakan di antara mereka di belakang hari. 
2. Asas Persamaan Hukum 
Asas Persamaan Hukum adalah bahwa subjek hukum yang 
mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan 
kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak dibeda-
bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu 
berbeda warna kulit, agama, dan ras. 
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3. Asas Keseimbangan 
Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua 
belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditor 
mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika 
diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan 
debitor, namun debitor memikul pula kewajiban untuk 
melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. 
  Asas keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang 
melatarbelakangi tertib hukum Indonesia. Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber tata nilai dan 
mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia. 
Pemerintah Indonesia adalah wakil dan cerminan masyarakat 
dan juga menjaga arah perkembangan tertib hukum sehingga 
tolak ukur tata nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
tetatp terjaga sebagai ideal yang setiap kali hendak 
diejawantahkan.26 
  Asas keseimbangan dalam kontrak dengan berbagai aspeknya 
telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga 
muncul berbagai pengertian terkait dengan asas keseimbangan 
ini. Pengertian “keseimbangan-seimbang” atau “ evenwitch-
evenwichtig” (Belanda) atau “equality-equal-equilibrium” 
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(Inggris) bermakna leksikal “sama, sebanding” menunjuk pada 
suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain.
27
 
  Sutan Remy Sjahdeini,28 dalam disertasinya yang berjudul 
“Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi 
Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia”, 
menganilisis keseimbangan berkontrak pada hubungan antara 
bank-nasabah, menyimpulkan bahwa keseimbangan para pihak 
hanya akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama 
kuat. Oleh karena itu, dengan membiarkan hubungan 
kontraktual para pihak semata-mata pada mekanisme 
kebebasan berkontrak, sering kali menghasilkan ketidak adilan 
apabila salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah. 
Dengan demikian, negara seharusnya campur tangan untuk 
melindungi pihak yang lemah dengan menentukan klausula 
tertentu yang harus dimuat atau dilarang dalam suatu kontrak. 
Mencermati pandangan tersebut, tampaknya Sutan Remi 
Sjahdeini memahami keseimbangan para pihak yang berkontrak 
(bank-nasabah) dari posisi atau kedudukan para pihak yang 
(seharusnya) sama. 
  Sri Gambir Melati Hatta,29 dalam disertasinya yang berjudul 
“Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan 
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Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia”, 
menyimpulkan bahwa asas keseimbangan juga dipahami 
sebagai keseimbangan posisi tawar para pihak dalam 
menentukan hak dan kewajiban dalam perjanjian. 
Ketidakseimbangan posisi menimbulkan ketidakadilan, sehingga 
perlu intervensi pemerintah untuk melindungi pihak yang lemah 
melalui penyeragaman syarat-syarat perjanjian. 
  Ahmadi Miru,30 dalam disertasinya yang berjudul “Prinsip-
prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia”, 
menyatakan bahwa keseimbangan antara konsumen-produsen 
dapat dicapai dengan meningkatkan perlindungan terhadap 
konsumen karena posisi produsen lebih kuat dibandingkan 
dengan konsumen. Dengan demikian, pikiran tersebut sejalan 
dengan sarjana lain yang menegaskan bahwa asas 
keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan posisi para 
pihak. 
Disertasi Herlien Budiono31 berjudul “Asas Keseimbangan bagi 
Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan 
Asas-Asas Wigati Indonesia” yang judul aslinya adalah “Het 
Evenwichtsbeginsel voor Indonesisch Contractrecht, 
Contractenrecht op Indonesische Beginselen Gescheid”, dalam 
analisisnya menemukan dan mengetengahkan bahwa, baik 
                                                             
30     Ibid. 





asas-asas hukum kontrak yang hidup dalam kesadaran hukum 
Indonesia (semangat gotong royong, kekeluargaan, rukun, 
patut, pantas, dan laras) sebagaimana yang tercermin dalam 
hukum adat maupun asas-asas hukum modern (asas 
konsensus, asas kebebasan berkontrak) sebagaimana yang 
ditemukan dalam perkembangan hukum kontrak Belanda dalam 
perundang-undangan, praktik hukum dan yurisprudensi, 
bertemu dalam satu asas, yaitu asas keseimbangan. 
4. Asas Kepastian Hukum 
Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian 
hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya 
perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang 
membuatnya. 
5. Asas Moral 
Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu 
perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak 
baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitor. Hal ini 
terlihat dalam zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan 
perbuatan dengan sukarela (moral).  
6. Asas Kepatutan 
Asas Kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas 






7. Asas Kebiasaan 
Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu 
perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas 
diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim 
diikuti. 
8. Asas Perlindungan 
Asas Perlindungan mengandung pengertian bahwa antara 
debitor dan kreditor harus dilindungi oleh hukum. 
 5. Wanprestasi 
   Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik 
karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja 
wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk 
memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak 
melakukan prestasi tersebut.32 
Wanprestasi dapat berupa:33 
1. sama sekali tidak memenuhi prestasi 
2. prestasi yang dilakukan tidak sempurna 
3. terlambat memenuhi prestasi 
4. melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. 
 Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari 
pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut 
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 Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, 
pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan 
yang dapat berupa tuntutan:35 
- pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) 
- pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi) 
  Dengan demikian, ada dua kemungkinan pokok yang dapat 
dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan 
kontrak. Namun, jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih 
lanjut, kemungkinan tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu:36 
1. pembatalan kontrak saja 
2. pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi 
3. pemenuhan kontrak saja 
4. pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi 
  Pembagian atas empat kemungkinan tuntutan tersebut di atas 
sekaligus merupakan pernyataan ketidaksetujuan penulis atas 
pendapat yang membagi atas lima kemungkinan, yaitu pendapat yang 
masih menambahkan satu kemungkinan lagi, yaitu “penuntutan ganti 
rugi saja” karena tidak mungkin seseorang menuntut ganti rugi saja 
yang lepas dari kemungkinan dipenuhinya kontrak atau batalnya 
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kontrak karena dibatalkan atau dipenuhinya kontrak merupakan dua 
kemungkinan yang harus dihadapi para pihak dan tidak ada pilihan 
lain sehingga tidak mungkin ada tuntutan ganti rugi yang berdiri 
sendiri sebagai akibat dari suatu wanprestasi.37 
  Tuntutan apa yang harus ditanggung oleh pihak yang 
wanprestasi tersebut tergantung pada jenis tuntutan yang dipilih oleh 
pihak yang dirugikan. Bahkan apabila tuntutan itu dilakukan dalam 
bentuk gugatan di pengadilan, pihak yang wanprestasi tersebut juga 
dibebani biaya perkara.38 
6. Berakhir atau Hapusnya Kontrak 
 Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus tentang 
berakhirnya kontrak, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III         
KUH Perdata hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun 
demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga 
merupakan ketentuan tentang hapusnya kontrak karena perikatan 
yang dimaksud dalam Bab IV Buku III KUH Perdata tersebut adalah 
perikatan pada umumnya baik itu lahir dari kontrak maupun yang lahir 
dari perbuatan melanggar hukum.39 
 Berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata hapusnya perikatan 
karena sebagai berikut:40 
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 6.1 Pembayaran 
  Pembayaran yang dimaksud pada bagian ini berbeda dari 
istiah pembayaran yang dipergunakan dalam percakapan sehari-
hari karena pembayaran dalam pengertian sehari-hari harus 
dilakukan dengan menyerahkan uang sedangkan menyerahkan 
barang selain uang tidak disebut sebagai pembayaran, tetapi pada 
bagian ini yang dimaksud dengan pembayaran adalah segala 
bentuk pemenuhan prestasi. 
 6.2 Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti dengan 
Penyimpanan atau Penitipan 
  Apabila seorang kreditor menolak pembayaran yang dilakukan 
oleh debitor, debitor dapat melakukan penawaran pembayaran 
tunai atas utangnya, dan jika kreditor masih menolah, debitor dapat 
menitipkan uang atau barangnya di pengadilan. 
  Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang 
atau barang di pengadilan, membebaskan debitor dan berlaku 
baginya sebagai pembayaran asal penawaran itu dilakukan 
berdasarkan undang-undang dan apa yang dititipkan itu merupakan 
atas tanggungan si kreditor. 
 6.3 Pembaruan Utang 
  Pembaruan utang pada dasarnya merupakan penggantian 






  Macam-macam Pembaruan Utang: 
a. Penggantian Objek Kontrak 
b. Penggantian Debitor 
c. Penggantian Kreditor 
 Seperti halnya kontrak pada umumnya, maka pembaruan 
utang ini juga hanya dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang 
cakap menurut hukum untuk melakukan kontrak dan pembaruan ini 
harus tegas ternyata dari perbuatannya dan tidak boleh terjadi 
hanya dengan persangkaan. 
6.4 Perjumpaan Utang atau Kompensasi 
 Perjumpaan utang atau kompensasi ini terjadi jika antara dua 
pihak saling berutang antara satu dan yang lain sehingga apabila 
utang tersebut masing-masing diperhitungkan dan sama nilainya, 
kedua belah pihak akan bebas dari utangnya. Perjumpaan utang ini 
secara hukum walaupun hal itu tidak diketahui oleh si debitor. 
Perjumpaan ini hanya dapat terjadi jika utang tersebut berupa uang 
atau barang habis karena pemakaian yang sama jenisnya serta 
dapat ditetapkan dan jatuh tempo. Walaupun telah disebutkan 
bahwa utang tersebut harus sudah jatuh tempo untuk dapat 
dijumpakan, namun dalam hal terjadi penundaan pembayaran, 







6.5 Percampuran Utang 
 Apabila  kedudukan kreditor dan debitor berkumpul pada satu 
orang, utang tersebut hapus demi hukum. Dengan demikian, 
percampuran utang tersebut juga dengan sendirinya 
menghapuskan tanggung jawab penanggung utang. Namun 
sebaliknya, apabila percampuran utang terjadi pada penanggung 
utang, tidak dengan sendirinya menghapuskan utang pokok. 
Demikian pula percampuran utang terhadap salah seorang piutang 
tanggung menanggung tersebut tidak dengan sendirinya 
menghapuskan utang kawan-kawan berutangnya. 
6.6 Pembebasan Utang 
 Pembebasan utang bagi kreditor tidak dapat dipersangkakan, 
tetapi harus dibuktikan karena jangan sampai utang tersebut sudah 
cukup lama tidak ditagih, debitor menyangka bahwa terjadi 
pembebasan utang. Hanya saja pengembalian sepucuk tanda 
piutang asli secara sukarela oleh kreditor. Maka, hal itu merupakan 
suatu bukti tentang pembebasan utangnya bahkan terhadap orang 
lain yang turut berutang secara tanggung menanggung.  
 Pengembalian surat tanda piutang asli yang dilakukan secara 
sukarela berbeda dari pengembalian barang gadai oleh kreditor 
kepada debitor karena pengembalian barang gadai tidak dengan 





dari jaminan gadai, jadi utangnya tetap ada namun sudah tidak 
dijamin dengan gadai. 
 Jika ada perjanjian membebaskan utang untuk kepentingan 
salah seorang debitor secara tanggung-menanggung berarti 
membebaskan juga debitor lainnya, kecuali kalau si kreditor secara 
tegas menyatakan ingin mempertahankan piutangnya terhadap 
orang-orang berutang lainnya yang tidak dibebaskan. Namun 
demikian, tagihan tersebut terlebih dulu dikurangi dengan bagian 
debitor yang telah dibebaskan. 
 Sementara itu, dalam hal seorang debitor ditanggung oleh 
seorang penanggung, maka apabila si kreditor membebaskan si 
debitor, berarti pula membebaskan si penanggung utang, utang 
tidak berarti bahwa si debitor juga dibebaskan dari utangnya. 
Demikian pula pembebasan seorang penanggung utang tidak 
dengan sendirinya membebaskan penanggung-penanggung utang 
lainnya. 
 Hal itu berarti bahwa apabila kreditor telah membebaskan 
penanggung utang, hal itu berarti bahwa si kreditor merelakan 
piutangnya kepada debitor sebagai utang yang tidak ditanggung 
oleh penanggung. Apabila utang debitor ditanggung oleh beberapa 
penanggung, pembayaran salah seorang penanggung untuk 





pembayaran utang si debitor dan juga berlaku bagi penanggung 
utang lainnya. 
6.7 Musnahnya Barang yang Terutang 
 Jika suatu barang tertentu yang dijadikan objek perjanjian 
musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, hapuslah 
perikatannya, kecuali kalau hal tersebut terjadi karena kesalahan 
debitor atau debitor telah lalai menyerahkan sesuai dengan waktu 
yang telah ditentukan. 
 Walaupun debitor lalai menyerahkan objek perjanjian tersebut, 
asal tidak menanggung kejadian-kejadian tidak terduga tetap juga 
dapat dibebaskan, jika barang tersebut akan tetap musnah dengan 
cara yang sama di tangan kreditor seandainya objek perjanjian 
tersebut diserahkan tepat waktu. 
6.8 Kebatalan atau Pembatalan 
 Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika 
perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari syarat 
sahnya kontrak yaitu “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal”. 
Jadi kalau kontrak itu objeknya tidak jelas atau bertentangan 
dengan undang-undang ketertiban umum atau kesusilaan, kontrak 
tersebut batal demi hukum. 
 Pembatalan kontrak sangat terkait dengan pihak yang 
melakukan kontrak, dalam arti apabila pihak yang melakukan 





cukup umur 21 tahun atau karena di bawah pengampuan, kontrak 
tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang tidak cakap 
tersebut apakah diwakili oleh wali atau pengampunya atau setelah 
dia sudah berumur 21 tahun atau sudah tidak dibawah 
pengampuan. 
6.9 Berlakunya Syarat Batal 
 Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat 
batal terjadi jika kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah kontrak 
dengan syarat batal, dan apabila syarat itu terpenuhi, maka kontrak 
dengan sendirinya batal yang berarti mengakibatkan hapusnya 
kontrak tersebut. Hal ini berbeda dari kontrak dengan syarat 
tangguh, karena apabila syarat terpenuhi pada kontrak dengan 
syarat tangguh, maka kontraknya bukan batal melainkan tidak lahir. 
6. 10  Kedaluwarsa 
  Kedaluwarsa atau lewat waktu juga dapat mengakibatkan 
hapusnya kontrak antara para pihak. Hal ini diatur dalam           
KUH Perdata, Pasal 1967 dan seterusnya. 
  
B. Perjanjian Pemborongan 
1. Pengertian Perjanjian Pemborongan 
  Menurut Pasal 1601 b KUH Perdata, perjanjian pemborongan 
adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong), 









   Jadi dalam perjanjian pemborongan hanya ada dua pihak yang 
terikat dalam perjanjian pemborongan yaitu pihak kesatu disebut pihak 
yang memborongkan atau prinsipal, (Aanbesteder, Bouwheer, Kepala 
Kantor, Satuan Kerja, Pemimpin Proyek). Pihak kedua disebut 
pemborong atau Rekanan, Kontraktor, Annemer.42  
 2. Bentuk dan Jenis Perjanjian Pemborongan Pekerjaan 
2.1 Bentuk Perjanjian Pemborongan 
  Perjanjian pemborongan dapat dibuat dalam bentuk lisan 
ataupun dalam bentuk tertulis. Namun, untuk proyek-proyek 
pemerintah, perjanjian pemborongan harus dibuat secara tertulis dan 
dalam bentuk perjanjian standar, artinya perjanjian pemborongan 
dibuat dalam bentuk model-model formulir tertentu. Perjanjian yang 
dibuat dengan formulir-formulir tertentu disebut perjanjian standar. 
Perjanjian dibuat dengan perjanjian standar karena hal ini 
menyangkut keuangan negara yang besar jumlahnya dan untuk 
melindungi keselamatan umum. Arti perjanjian standar adalah 
perjanjian yang dibuat berdasarkan peraturan standar yang telah 
dituangkan dalam perundang-undangan.43 
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2.2 Jenis Perjanjian Pemborongan 
  Kontrak bangunan dapat terjadi secara tertutup yaitu antara 
pemberi tugas dan pemborong atau terbuka (pelelangan, tender, 
aanbesteding), melalui pengumuman. Kontrak kerja bangunan dapat 
dibedakan dalam dua jenis:44 
1. Kontraktor hanya akan melakukan pekerjaan saja, sedangkan 
bahan-bahannya disediakan oleh pemberi tugas. 
2. Kontraktor melakukan pekerjaan dan juga ia akan memberikan 
bahan-bahannya. 
ad. 1 Pertanggungjawaban pemberi tugas 
  Dalam hal kontraktor melakukan pekerjaan saja, jika 
pekerjaan musnah sebelum pekerjaan itu diserahkan, ia 
bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut harga yang 
diperjanjikan, kecuali apabila musnahnya barang itu karena suatu 
cacat yang terdapat di dalam bahan yang disediakan oleh pemberi 
tugas (Pasal 1606, 1607 KUH Perdata) yang bertanggungjawab 
adalah pemberi tugas. 
ad. 2 Pertanggungjawaban kontraktor 
  Jika suatu gedung yang telah diborong dengan harga 
tertentu, seluruhnya atau sebagian musnahnya disebabkan oleh 
cacat di dalam penyusunannya atau karena terbatasnya tanah 
untuk mendukung bangunan itu, para ahli bangunan 
                                                             





(bouwmeester) serta kontraknya bertanggungjawab untuk itu 
“selama sepuluh tahun” (Pasal 1609 KUH Perdata). 
  Ketentuan yang diatur di dalam Pasal 1609 KUH Perdata di 
atas sangat penting karena ketentuan itu mengatur tentang 
pertanggungjawaban dari kontraktor, developer, baik dalam 
kaitannya dengan pemberi tugas maupun dalam kaitannya 
mendirikan bangunan yang kemudian dijual kepada masyarakat. 
   Selain itu, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) sampai dengan 
ayat (6) Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa, perjanjian pemborongan dibedakan atas: 
a. berdasarkan cara pembayaran: 
 Kontrak lump sum adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa 
atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu 
tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan 
semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses 
penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh 
Penyedia Barang/Jasa.  
 Kontrak harga satuan adalah kontrak Pengadaan Barang/Jasa 
atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu 
tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk 
setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis 






 Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan adalah kontrak 
yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan 
dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.  
 Kontrak persentase adalah kontrak pelaksanaan jasa 
konsultasi di bidang konstruksi atau pekerjaan pemborongan 
tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima 
imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai 
pekerjaan fisik konstruksi/pemborongan tersebut.  
 Kontrak terima jadi (turn key) adalah kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh 
pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga 
pasti dan tetap sampai seluruh bangunan/konstruksi, 
peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat 
berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang 
telah ditetapkan.  
  b. berdasarkan pembebanan tahun anggaran: 
 Kontrak tahun tunggal adalah kontrak yang pelaksanaan 
pekerjaannya mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) 
tahun anggaran.  
 Kontrak tahun jamak adalah kontrak yang pelaksanaan 
pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran 






a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk 
kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan 
penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis 
darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, 
makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, 
pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan 
pengadaan jasa cleaning service. 
b. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan kegiatan 
yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 yang 
tidak termasuk dalam kriteria kegiatan sebagaimana diatur 
dalam pasal 52 ayat (2) huruf a. 
 c.  berdasarkan sumber pendanaan: 
 Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat  
oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa 
tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu 
tertentu.  
 Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara 
beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk 
menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai 
dengan kebutuhan masing-masing PPK yang 





 Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak 
Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I dengan Penyedia 
Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih 
efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin, dan sifatnya 
dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas 
pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak 
ditandatangani; dan  
b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja 
yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama 
terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah 
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata. 
d. berdasarkan jenis pekerjaan: 
 Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak 
Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) 
pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan. 
 Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan 
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat 
kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan dan/atau pengawasan.  
 3. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan 





pihak yang terikat dalam perjanjian pemborongan, tetapi ada pihak-
pihak lain yang secara tidak langsung terikat dengan adanya perjanjian 
pemborongan.  Baik pihak-pihak yang terikat, maupun yang secara 
tidak langsung dengan adanya perjanjian pemborongan disebut peserta 
dalam perjanjian pemborongan. Adapun peserta dalam perjanjian 
pemborongan, yaitu:45 
a. Pemberi Tugas (Bouwheer) 
Pemberi tugas dapat berupa perseorangan, badan hukum, instansi 
pemerintah, ataupun swasta. Si pemberi tugaslah yang mempunyai 
prakarsa memborongkan bangunan sesuai dengan kontrak dan apa 
yang tercantum dalam bestek dan syarat-syarat. Dalam 
pemborongan pekerjaan umum yang dilakukan oleh instansi 
pemerintah, direksi lazim ditunjuk dari instansi yang berwenang, 
biasanya dari instansi pekerjaan umum atas dasar penugasan 
ataupun perjanjian kerja. Pemborong/ kontraktor/ rekanan/ 
aannemer/ pelaksana dan sebagainya. 
b. Pemborong (Kontraktor) 
Pemborong adalah perseorangan atau badan hukum, swasta 
maupun pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan 
pemborongan bangunan sesuai dengan bestek. 
c. Perencana/Arsitek 
Arsitek adalah perseorangan atau badan hukum yang berdasarkan 
                                                             





keahliannya mengerjakan perencanaan, pengawasan, penaksiran 
harga, bangunan, memberi nasehat, persiapan, dan melaksanakan 
proyek di bidang teknik pembangunan untuk pemberi tugas.  
d. Direksi/Pengawas  
Direksi bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan 
pemborong. Disini pengawas memberi petunjuk-petunjuk 
memborongkan pekerjaan, memeriksa bahan-bahan, waktu 
pembangunan berlangsung, dan akhirnya membuat penilaian 
opname dari pekerjaan. Selain itu, pada waktu pelelangan, yaitu 
mengadakan pengumuman pelelangan yang akan dilaksanakan, 
memberikan penjelasan mengenai RKS (Rencana kerja dan syarat-
syarat) untuk pemborongan-pemborongan pembelian dan membuat 
berita acara penjelasan, melaksanakan pembukuan surat 
penawaran, mengadakan penilaian, dan menetapkan calon 
pemenang, serta membuat berita acara hasil pelelangan. 
 4. Wanprestasi Perjanjian Pemborongan 
  Dalam pelaksanaan pekerjaan, kemungkinan timbul wanprestasi 
yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian. Dalam keadaan 
demikian berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang 
timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjiann, 
pengganti kerugian atau pemenuhan.46 
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  Jika pemborong tidak dapat menyelesaikan pekerjaan menurut 
waktu yang ditetapkan atau menyerahkan pekerjaan dengan tidak baik, 
maka atas gugatan dari si pemberi tugas, hakim dapat memutuskan 
perjanjian tersebut  sebagian atau seluruhnya beserta segala akibatnya. 
Akibat pemutusan perjanjian disini adalah pemutusan untuk waktu yang 
akan datang (ontbinding voor de toekomst), dalam arti bahwa mengenai 
pekerjaan yang telah diselesaikan/dikerjakan akan tetap dibayar 
(nakoming van het verlenden), namun mengenai pekerjaan yang belum 
dikerjakan itu yang diputuskan.47 
  Dengan adanya pemutusan perjanjian demikian perikatannya 
bukan berhenti sama sekali seperti seolah-olah tidak pernah terjadi 
perikatan sama sekali dan wajib dipulihkan ke keadaan semula, 
melainkan dalam keadaan tersebut di atas si pemberi tugas dapat 
menyuruh orang lain untuk meneyelesaikan pemborongan itu, sesuai 
dengan anggaran yang telah ditetapkan.48 
  Jika terjadi pemutusan perjanjian, si pemborong selain wajib 
membayar denda-denda yang telah diperjanjikan juga wajib membayar 
kerugian yang berupa ongkos-ongkos (biaya), kerugian yang diderita 
dan bunga yang harus dibayar.49  
  Dalam hal terjadi wanprestasi oleh pemborong, maka pemberi 
tugas terlebih dahulu memberikan tegoran/penagihan agar pemborong 
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memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam jangka 
waktu yang layak yang diberikan. Jika setelah adanya tegoran tetapi 
pemborong tetap mengabaikan peringatan tersebut, maka pemborong 
dianggap  lalai (gerechtelijke akte) perjanjian langsung dapat diputuskan 
tanpa perantaraan pengadilan.50 
  Dalam praktek perjanjian pemborongan jika terjadi wanprestasi 
dari pihak pemborong setelah memberikan peringatan secara tertulis 
kepada pemborong dan pemborong tetap melalaikannya, maka pemberi 
tugas menyuruh orang lain untuk menyelesaikan pemborongan tersebut 
atas biaya/anggaran yang dipikul oleh pemborong atau yang sedianya 
diterima oleh pemborong.51 
  Mengenai kewajiban pembayaran denda yang diwajibkan dalam 
perjanjian dalam hal terjadi kelambatan penyerahan pekerjaan 
hendaknya diperhatikan bahwa dalam peraturan mengenai 
pembebanan denda tersebut dengan mengingat ketentuan-ketentuan 
sebagaimana dikemukakan oleh Bloembergen dalam Contracten met de 
overheid, sebagai berikut:52 
1. Denda tersebut baru diwajibkan bayar setelah adanya pernyataan 
lalai lebih dahulu, jika dalam jangka waktu pernyataan lalai tersebut 
pemborong tetap tidak dapat memperbaiki kelalaiannya maka 
pembayaran denda wajib dipenuhi. 
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2. Pembayaran baru diwajibkan jika pemborong tidak dapat 
mengemukakan adanya overmacht atau hambatan penyerahan 
tersebut. 
3. Denda itu harus diperinci sesuai dengan keadaan/sifat dari 
wanprestasi tersebut, sehingga ada denda yang diwajibkan untuk 
dibayar sekali saja, ada yang dibebankan untuk dibayar setiap hari 
kelambatan atau dibayar untuk sekian kali dan lain-lain. 
4. Gugat untuk pembayaran denda tersebut dan gugat untuk 
pembayaran pengganti kerugian pada azasnya tidak boleh 
bersamaan/berganda karena pembayaran kerugian yang telah 
ditetapkan. Pihak yang dirugikan seharusnya membuktikan bahwa ia 
menderita kerugian yang lebih besar, padanya terletak beban 
pembuktian. Jika ia dapat membuktikan kerugian yang diderita 
tersebut maka di samping denda ia dapat menuntut pengganti 
kerugian. 
 5. Berakhirnya Perjanjian Jasa Pemborongan 
  Di samping Pasal 1381, KUH Perdata yang mengatur hapusnya 
perjanjian, kontrak bangunan dapat berakhir apabila:53    
1. Isi perjanjian telah selesai dilaksanakan (dalam hal ini bangunan 
telah selesai). 
2. Di samping itu, perjanjian pemborongan bangunan juga dapat 
berakhir melalui putusan hakim yaitu apabila ada yang telah 
                                                             





dikerjakan oleh si pemborong tidak sesuai dengan isi perjanjian, 
pihak yang memborongkan dapat memintakan kepada hakim 
supaya hubungan kerja diputuskan meskipun pekerjaan sudah 
dimulai sepanjang yang memborongkan memberikan ganti rugi 
sepenuhnya kepada si pemborong untuk mengganti biaya yang 
telah dikeluarkan oleh si pemborong guna pekerjaan tersebut. 
3. “Pihak yang memborongkan menghentikan pemborongannya 
meskipun pekerjaannya telah dimulai, asal ia memberikan ganti rugi 
sepenuhnya kepada pemborong untuk segala biaya yang telah 
dikeluarkannya guna pekerjaannya serta untuk keuntungan yang 
terhilang karenanya” (Pasal 1611 KUH Perdata). 
Juga sebaliknya, pihak pemborong juga melakukan ha; yang sama 
yaitu menghentikan pekerjaannya asalakan pemborong tersebut 
bersedia mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang 
memborongkan akibat dihentikannya pekerjaan tersebut. 
Dengan demikian, berarti undang-undang memberi kemungkinan 
untuk mengakhiri perjanjian itu secara sepihak dengan segala 
konsekuensinya. Pihak yang memborongkan membayar ganti rugi 
kepada pemborong yang tidak saja terdiri atas segala biaya yang 
dikeluarkannya dalam pemborongan tersebut, tetapi juga atas 
segala keuntungan yang sedianya akan diperoleh pemborong. 
4. Wafatnya si pemborong tetapi yang memborong wajib membayar 





dikerjakan menurut imbangannya terhadap harga pekerjaan yang 
telah dijanjikan dalam persetujuan, serta harga bahan-bahan 
bangunan yang telah disediakan, asal pekerjaan atau bahan 
tersebut dapat mempunyai sesuatu manfaat baginya (Pasal 1612 
KUH Perdata). 
 Selain itu pemutusan perjanjian yang mengakibatkan 
berhentinya/hapusnya perjanjian juga dapat terjadi karena adanya 
kepailitan, surseanse dan karena adanya pensitaan terhadap benda-
benda milik pemborong.54 
6. Perjanjian Pemborongan dengan Pemerintah 
  Perjanjian pemborongan bangunan mengenai proyek-proyek 
pembangunan dari instansi pemerintah tergolong jenis perjanjian yang 
dilakukan dengan penguasa. Dalam hal terjadi perjanjian-perjanjian 
dengan penguasa demikian pada asasnya dikuasai oleh hukum 
perjanjian perdata. Perjanjian-perjanjian dengan penguasa lazim 
didasarkan pada peraturan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan 
standar. Juga mengenai penyelesaian sengketa mengenai segi 
administratif dari perjanjian-perjanjian tersebut diselesaikan oleh hakim 
perdata.55 
 Namun demikian dapat kita simpulkan juga bahwa dalam seluruh 
proses pemborongan bangunan yang menyangkut semua fase 
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(tingkatan) kegiatan kontrak di samping ketentuan-ketentuan hukum 
perdata, juga muncul di sana-sini ketentuan-ketentuan hukum 
administrasi yang berlaku berdampingan dan saling menunjang satu 
dengan yang lain. Maka tepatlah apa yang dikemukakan Prof. 
Bloembergen bahwa dalam semua fase perjanjian, yaitu fase 
pembuatan perjanjian, sahnya perjanjian, pemenuhan, pelaksanaan 
perwakilan dan hapusnya perjanjian berlaku ketentuan-ketentuan 
hukum perdata di samping ketententuan-ketentuan hukum administrasi 
yang tidak saling bertentangan, melainkan saling terjalin satu dengan 
yang lainnya.56 
   Perjanjian-perjanjian di mana penguasa penguasa tersangkut 
sebagai pihak dalam perjanjian, tidak hanya dikuasai oleh hukum 
perdata atau oleh hukum publik dengan pengecualian di sana-sini, 
melainkan kedua kelompok peraturan-peraturan hukum perdata dan 
hukum publik tersebut dapat diterapkan bersama-sama.57  
   Dalam berbagai kepustakaan, government contract pada 
umumnya dipahami sebagai kontrak yang di dalamnya pemerintah 
terlibat sebagai kontrak yang di dalamnya pemerintah terlibat sebagai 
pihak dan objeknya adalah pengadaan barang dan jasa. Government 
contract dengan demikian diberi makna sama dengan procurement 
contract yang artinya kontrak pengadaan. Ke dalam bahasa Indonesia, 
government contract ada yang menerjemahkan menjadi “perjanjian 
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dengan pemerintah”, “perjanjian dengan penguasa” atau “kontrak yang 
diadakan oleh pemerintah”.58 
  Kontrak pengadaan merupakan jenis kontrak yang rutin dilakukan 
oleh pemerintah untuk memenuhi aneka kebutuhan dalam 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Objek pengadaan sangat 
beragam seiring dengan perkembangan zaman. Demikian pula metode 
yang digunakan dalam melakukan pengadaan dan jenis hubungan 
hukum yang dibentuk. Pengadaan juga merupakan proses yang 
didalamnya terdapat tahapan-tahapan yang diawali penentuan 
kebutuhan sampai pada pembayarannya kepada pemasok atau 
kontraktor. Di dalamnya terdapat syarat, prosedur dan standar tertentu 
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A. Lokasi Penelitian 
  Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini maka 
penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota 
Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. 
Lokasi ini di pilih dengan pertimbangan bahwa sumber data yang 
berkaitan dengan skripsi dapat diperoleh di daerah tersebut. 
B. Sampel dan Populasi 
Sampel penelitian ini adalah para pihak yang terlibat langsung 
dalam kasus yang akan diteliti yaitu berasal dari pihak pemerintah dan 
pihak swasta berdasarkan teknik Purposive Sampling, yaitu teknik 
pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu. 
 Untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan, berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini maka 
penulis melakukan penelitian dengan memilih tempat, sebagai berikut: 
1. Kantor Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia   
(Gapeksindo) 
2. Dinas Pekerjaan Umum & Prasarana Wilayah 





4. Kantor Sekretaris Daerah Kota Parepare Bagian Keuangan dan 
Bagian Pembangunan. 
C. Jenis dan Sumber Data 
   Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang mempunyai 
hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, adapun jenis dan 
sumber data yang penulis gunakan dibagi kedalam dua jenis data yaitu : 
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 
penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada 
penyedia jasa konstruksi yang tergabung dalalam Gabungan 
Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia  (Gapeksindo), Pejabat 
Pembuat Komitmen dari Dinas Pekerjaan Umum, Panitia 
Pengadaan Barang/Jasa di Unit Layanan Pengadaan, Kepala 
Bagian Pembangunan dan Kepala Sub Bagian Keuangan  
Sekretaris Daerah Kota Parepare. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan berupa bahan-bahan tertulis, seperti buku teks, 
peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan arsip-
arsip, serta data dari badan hukum tempat penelitian penulis yang 
telah tersedia berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 
penelitian, seperti: 
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 






3. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 
2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.  
4. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
5. Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Teknis Pepres No. 70 Tahun 2012 dan  
6. Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2010 tentang Standar 
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala LKPP 
No. 2 Tahun 2011 
7. Kontrak Kerja Konstruksi No. 085/02/BPP-TS/PPK-PKPK  
8. Kontrak Kerja Konstruksi No. 085/02/Kontrak/TAPAL 
BATAS/DTRPB  
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan 
adalah sebagai berikut : 
a. Penelitian Lapangan (Field Research) 
 Di dalam melakukan penelitian lapangan (field research) 
penulis menggunakan metode yaitu : 
Wawancara : Melakukan wawancara langsung dengan pihak-





- 5 (Lima) orang Penyedia jasa konstruksi yang tergabung 
dalam Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia   
(Gapeksindo): 
1. Bapak Rustam dari CV. Karya Mekar 
2. Bapak H. Said dari CV. Amalyah Rezki 
3. Bapak Mahmud dari CV. Firani 
4. Bapak Irwan dari CV. Allysyah Putri 
5. Bapak Amiruddin dari CV. Nusa Perdana Putra 
- Pejabat Pembuat Komitmen dari Dinas Pekerjaan Umum & 
Prasarana Wilayah  
- Panitia Pengadaan Barang/Jasa dari Unit Layanan 
Pengadaan Barang/Jasa 
- Kepala Bagian Pembangunan dan Sub Bagian Keuangan 
dan Sekretaris Daerah Kota Parepare. 
b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
 Yaitu dengan cara pengumpulan data dengan jalan 
membaca serta menelaah literature maupun buku-buku serta 
peraturan Undang-Undang yang terkait dengan masalah jasa 
konstruksi.  
D. Teknik analisis data 
  Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data 
sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang 





jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif analitis 
yaitu data yang diperoleh dari penelitian akan diuraikan sehingga 
memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang 
dibahas. Selanjutnya data tersebut dianalisi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan disajikan secara deskriptif yaitu 
menggambarkan dan menguraikan keadaan atau sifat yang dijadikan 




















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Antara Penyedia 
Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen  
 1. Kontrak Kerja Konstruksi antara Penyedia Jasa Konstruksi dan 
Pejabat Pembuat Komitmen 
  Penyelenggaraan pengadaan bidang konstruksi di Indonesia 
telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 
tentang Jasa Konstruksi. Dari segi substansinya, kecuali mengenai 
segi-segi hukum kontrak, undang-undang ini cukup lengkap mengatur 
pengadaan jasa konstruksi. Dalam kaitan dengan pengadaan jasa 
konstruksi, Perpres No. 54 Tahun 2010 telah menggunakan istilah 
“pekerjaan konstruksi”, penggunaan istilah ini berbeda dengan yang 
digunakan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. Dari sisi terminologi, 
istilah jasa pemborongan tidak tepat sebab sejak berlakunya Undang-
Undang No. 18 Tahun 1999 istilah ini tidak digunakan lagi. Jenis 
kontrak dengan objek pekerjaan jasa konstruksi adalah kontrak kerja 
konstruksi dan bukan kontrak pemborongan bangunan sebagaimana 
lazim digunakan sebelum lahirnya undang-undang ini.60 
  Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang 
                                                             





mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa 
dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara umum. Dalam 
kontrak kerja konstruksi mencakup Surat Perjanjian, Surat Perintah 
Mulai Kerja (SPMK), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan 
Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), rancangan, gambar, 
spesifikasi, desain, laporan serta dokumen-dokumen lain yang terkait. 
Semua hal yang terkait, diatur dalam Perka LKPP No. 6 Tahun 2010 
jo. Perka LKPP No. 2 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
 Isi dalam kontrak jasa konstruksi merupakan kontrak baku yang 
dibuat berdasarkan ataupun berpedoman pada peraturan-peraturan 
ataupun perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya oleh 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan 
diramu ke dalam sebuah form perjanjian yang akan menjadi  pengikat 
antara penyedia jasa konstruksi dan pejabat pembuat komitmen. 
Dikatakan kontrak baku karena dalam pembuatan kontrak kerja 
konstruksi, penyedia jasa konstruksi tidak dilibatkan dan hanya 
dirancang secara sepihak oleh LKPP selaku pihak pemerintah. 
 Dalam hal ini, apabila penyedia jasa konstruksi menyetujui isi 
kontrak, maka mereka harus menandatangani surat perjanjian yang 
merupakan rangkaian dari kontrak kerja konstruksi dan tidak boleh 
menawarkan atau mengubah klausula-klausula yang telah ada. 





konstruksi memuat identitas para pihak, tanggal penandatangan 
kontrak, total harga kontrak, peristilahan dan ungkapan dalam surat 
perjanjian, tentang dokumen-dokumen kontrak, hak dan kewajiban 
para pihak, tanggal berlakunya kontrak.61 
  Perubahan hanya dimungkinkan untuk dirubah dengan alasan 
yang dapat diterima dan telah dipertimbangkan secara matang oleh 
pejabat pembuat komitmen, seperti yang ada dalam Syarat-Syarat 
Khusus Kontrak (SSKK) yang meliputi:62 
a. identitas para pihak  
b. wakil sah para pihak  
c. tanggal berlaku kontrak  
d. masa pemeliharaan 
e. umur konstruksi 
f. pedoman pengoperasian dan perawatan  
g. pembayaran tagihan 
h. pencairan jaminan 
i. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK atau 
Pengawas Pekerjaan 
j. Kepemilikan dokumen 
k. Fasilitas 
l. Sumber Pembiayaan 
m. Pembayaran uang muka 
n. Pembayaran Prestasi Pekerjaan 
o. Penyesuaian Harga 
p. Denda 
q. Penyelesaian Perselisihan 
 
 Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Kontrak Jasa Konstruksi 
sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai: 
a. para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak; 
b. rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci 
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tentang   lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu 
pelaksanaan;  
c. masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, yang memuat 
tentang jangka waktu pertanggungan dan/atau pemeliharaan 
yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;  
d. tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi 
dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan 
konstruksi;  
e. hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk 
memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannnya 
untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak 
penyedia jasa untuk memeperoleh informasi dan imbalan jasa 
serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi;  
f. cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban 
pengguna   jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan 
konstruksi;  
g. cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab 
dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana diperjanjikan;  
h. penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata 
cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;  
i. pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan 
tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat 
tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;  
j. keadaan memaksa (force majeure), yang memuat ketentuan 
tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan 
para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak;  
k. kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang 
kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas 
kegagalan bangunan;  
l. perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang 
kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan 
kesehatan kerja serta jaminan sosial;  
m. aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam 
pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.   
  Peraturan-peraturan diatas juga tertuang dalam Pasal 22 dan 
Pasal 23, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 
2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Peraturan-peraturan 





Umum Kontrak (SSUK) yang tidak boleh dimintakan perubahan oleh 
penyedia jasa konstruksi. 
  Adapun hal yang terkait dengan hak dan kewajiban yang 
dimiliki oleh penyedia jasa konstruksi dan PPK dalam kontrak kerja 
konstruksi  tertuang dalam SSUK Huruf C tentang Hak dan Kewajiban 
Para Pihak No. 40 : 
a. Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa Konstruksi: 
 - Hak Penyedia Jasa Konstruksi 
1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai 
dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak; 
2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana 
dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai 
ketentuan kontrak; 
   - Kewajiban Penyedia Jasa Konstruksi 
1) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada 
PPK; 
2) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 
jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam 
kontrak; 
3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, 
akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga 
kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, 
dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang 
diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan 
pekerjaan yang dirinci dalam kontrak; 
4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk 
pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK; 
5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal 
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; 
6) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk 
melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi  perusakan 
dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat 
kegiatan penyedia;   
  b.  Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen: 
    - Hak Pejabat Pembuat Komitmen 
1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
penyedia; 





pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; 
   - Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen: 
1) Memberikan fasilitas berupa saran dan prasarana yang 
dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan 
pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; 
2) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum 
dalam kontrak yang telah ditetapkan oleh penyedia; 
 Hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan 
yang lain dalam hidup bermasyarakat. Dalam hal ini hukum memberi 
wewenang dan batasan-batasan, sehingga kita kenal adanya hak dan 
kewajiban. Selanjutnya hubungan yang diatur oleh hukum ini kita 
kenal dengan sebutan hubungan hukum. Hubungan hukum adalah 
hubungan yang mempunyai akibat hukum, dan pada setiap hubungan 
itu terdapat hak dan kewajiban. Dengan perkataan lain tiap hubungan 
hukum itu mempunyai dua segi yaitu pada satu pihak hubungan 
hukum itu merupakan hak, sedangkan di lain pihak hubungan hukum 
itu merupakan kewajiban. 
 Implikasi dari definisi yang dikemukakan oleh Allen tentang hak, 
antara lain :63 
a. Hak adalah suatu kekuatan (power), yaitu suatu kemampuan 
untuk memodifikasi keadaan (a state of affairs) 
b. Hak merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum, yaitu 
eksistensinya diakui oleh hukum dan penggunaannya 
didasarkan pada suatu jaminan oleh hukum sebagai suatu hal 
yang dapat diterima beserta segala konsekuensinya 
                                                             





c. Penggunaan hak menghasilkan suatu keadaan (a state of affairs) 
yang berkaitan langsung dengan kepentingan pemilik hak. 
 Satjipto Rahardjo memandang “hak adalah sebagai kekuasaan 
yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk 
melindungi kepentingan orang tersebut”.64  
 Ahmad Ali berpendapat bahwa, “Hak merupakan suatu 
hubungan di antara orang-orang yang diatur oleh hukum dan atas 
nama si pemegang hak, oleh hukum diberi kekuasaan tertentu 
terhadap objek hak”.65  
 Menurut van Apeldoorn menyatakan bahwa, Hak adalah 
kekuasaan (wewenang) yang oleh hukum diberikan kepada 
seseorang (atau suatu badan hukum), dan yang menjadi 
tantangannya adalah kewajiban orang lain (badan hukum lain) untuk 
mengakui kekuasaan itu.66 
 Jadi bisa disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang melekat 
pada seseorang, dimana hal itu merupakan kekuasaan (wewenang 
dasar) yang hukum telah berikan kepada seseorang tersebut. 
Sedangkan kewajiban sesungguhnya merupakan beban yang 
diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum (subjek 
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hukum), misalnya kewajiban seseorang atau badan hukum untuk 
membayar pajak dan lahirnya karena ketentuan undang-undang.
67
  
 Setelah menyimak penjelasan diatas tentang hak dan 
kewajiban secara umum, maka kesimpulannya adalah hak dan 
kewajiban sebenarnya terdapat hubungan yang teramat erat. Hak 
senantiasa mencerminkan adanya kewajiban, sedang kewajiban 
sebaliknya mencerminkan adanya hak. Oleh karena itu tepatlah 
dikatakan van Apeldoorn bahwa “tiap-tiap hubungan hukum 
mempunyai dua pihak, yaitu pada satu pihak ia merupakan hak dan 
pada pihak lain merupakan kewajiban”.68 
  Ketika salah satu pihak melanggar hak dari pihak lain ataupun 
tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diatur, 
maka hal tersebutlah yang akan menjadi bukti sebagai wanprestasi 
yang dilakukan salah satu pihak. Kemudian juga bisa menjadi dasar 
pembelaan apabila kewajiban pihak tersebut telah terpenuhi tetapi 
haknya tidak terpenuhi secara maksimal. 
2. Kedudukan Para Pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi 
  Para pihak yang dimaksud dalam kontrak kerja konstruksi 
adalah penyedia jasa konstruksi dan pejabat pembuat komitmen. 
Kedua pihak inilah yang saling mengikatkan diri sehingga terjalin 
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hubungan hukum dimana masing-masing pihak seharusnya berada 
dalam posisi yang seimbang. 
  Pada umumnya dipahami bahwa dalam kontrak pemerintah, 
hubungan antara pemerintah dengan mitranya tidak berada dalam 
kedudukan yang sama (nebengeordnet). Pemerintah selalu 
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi (untergeordnet). Situasi ini 
sifatnya universal. Di India misalnya, kontraktor yang telah 
melaksanakan kewajibannya akan menandatangani pernyataan         
“I have no claim against the government”, sebelum menerima 
pembayaran.69 
  Menurut Bapak Rustam yang merupakan seorang penyedia 
jasa konstruski, kejadian atau fenomena yang terjadi selama ini 
adalah seolah-olah PPK memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam 
perjanjian jasa konstruksi. Hal ini terjadi karena hanya PPK yang 
membuat rancangan kontrak kerja konstruksi tanpa melibatkan pihak 
penyedia jasa konstruksi. Kontrak itu merupakan kontrak baku yang 
telah mengikuti standar kontrak yang telah ditetapkan oleh Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), jadi penyedia 
jasa konstruksi yang telah memenangkan pelelangan proyek tinggal 
menandatangani kontrak yang telah disediakan. Apabila tidak sepakat 
dengan isi perjanjian, penyedia jasa yang telah memenangkan tender 
boleh menyatakan mundur dari perjanjian, tentunya dengan 
                                                             









  Berdasarkan Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Rawls 
berintikan pada “justice as fairness” yang ditandai dengan adanya 
prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan hak bagi setiap orang. 
Maka, apabila dikaitkan dengan jasa konstruksi, hal tersebut tertuang 
dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi:71 
“pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan   
keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, 
keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi 
kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.” 
  Dengan adanya undang-undang diatas, merupakan suatu 
keharusan yang mendasari penerapan asas keseimbangan dalam 
kontrak kerja konstruksi, sesuai dengan judul yang diangkat dalam 
penulisan skripsi ini. Sehingga dapat mewadahi kebutuhan para pihak 
yang terikat dalam kontrak kerja konstruksi, agar dalam pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi dapat terwujud keselarasan kebutuhan masing-
masing pihak dalam pelaksanaan jasa konstruksi.  
   Selain itu, dalam Pasal 3 b Undang-Undang No. 18 Tahun 
1999, menyatakan bahwa salah satu tujuan pengaturan jasa 
konstruksi adalah: 
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“mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang 
menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan 
penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan 
kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.” 
 
 Berdasarkan peraturan diatas, dapat diketahui bahwa 
kedudukan antara penyedia jasa konstruksi dan pejabat pembuat 
komitmen mempunyai posisi atau kedudukan yang harus setara 
ataupun sejajar. Sehingga, tidak boleh ada pihak yang kuat ataupun 
pihak yang lemah, seperti yang selama ini banyak terjadi. Dimana 
banyak opini bahwa kedudukan pejabat pembuat komitmen selaku 
pengguna jasa lebih tinggi daripada pihak penyedia jasa konstruksi 
karena pejabat pembuat komitmen merupakan wakil pemerintah yang 
mana pemerintah merupakan pembuat peraturan yang berkaitan 
dengan jasa konstruksi dan juga pihak pemerintah sebagai pemilik 
dan pengatur anggaran negara. 
  Menurut salah satu pejabat pembuat komitmen selaku pengguna 
jasa dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum & Prasarana Wilayah 
berpendapat bahwa kedudukan penyedia jasa dan pengguna jasa 
dalam kontrak kerja konstruksi jasa sudah seimbang sebab beliau 
mengambil kesimpulan bahwa ketika penyedia jasa menandatangani 
kontrak itu artinya mereka sudah merasa bahwa kontrak kerja 





menandatangani kontrak, itu artinya mereka tidak setuju dengan 
dengan perjanjian-perjanjian yang ada.
72
   
3. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Antara 
Penyedia Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen 
   Dalam berbagai kajian akademis, perbincangan mengenai 
eksistensi kontrak (hukum kontrak) dalam hubungannya dengan para 
pihak acap kali dikaitkan dengan “keseimbangan dalam berkontrak” 
(asas keseimbangan). Namun demikian, seakan tidak pernah hentinya 
muncul anggapan bahwa kontrak yang terjalin antara pihak-pihak 
tidak memberikan keseimbangan posisi bagi salah satunya. Kontrak 
yang demikian dianggap tidak adil dan berat sebelah, sehingga 
memunculkan upaya untuk mencari dan menggali temuan-temuan 
baru di bidang hukum kontrak agar dapat menyelesaikan problematika 
ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual.73 
   Dalam kaitan dengan aturan pengadaan barang/jasa oleh 
Pemerintah di Indonesia, materi yang termuat di dalamnya sudah 
menunjukaan segi-segi yang substansial khususnya menyangkut 
standar dalam pengaturan syarat dan ketentuan yang harus 
dituangkan dalam kontrak, yaitu dengan diterbitkannya Perka LKPP 
No. 6 Tahun 2010 jo. Perka LKPP No. 2 Tahun 2011 tentang Standar 
Dokumen Pengadaan, yang didalamnya dituangkan pula mengenai 
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syarat-syarat umum Kontrak (SSUK) dan syarat-syarat khusus kontrak 
(SSKK) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
74
 
   Penerapan asas keseimbangan dalam kontrak jasa konstruksi 
sangat diperlukan untuk mewujudkan perjanjian yang saling 
menguntungkan satu sama lain. Namun terkadang dalam 
kenyataannya, hal tersebut tidak diterapkan, seperti halnya hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dalam kontrak jasa konstruksi, 
ternyata ada beberapa klausula yang tidak seimbang dan dapat 
merugikan pihak penyedia jasa. Klausula tersebut terdapat pada  
Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), di Huruf C tentang Hak dan 
Kewajiban, No. 54 mengenai pembayaran denda, tertulis bahwa:  
 “penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa 
denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap 
kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak ini. PPK mengenakan 
denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi 
pekerjaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi 
tanggung jawab kontraktual penyedia” 
 
   Ketika penyedia jasa konstruksi yang terlambat menyelesaikan 
pekerjaannya, dendanya dipotong langsung dari pembayaran terakhir 
yang dilakukan oleh PPK. Tetapi, ketika PPK yang terlambat 
membayarkan prestasinya, pihak penyedia harus mengklaim terlebih 
dahulu dengan membuat data penunjang dan perhitungan 
kompensasi terlebih dahulu agar bisa mendapatkan ganti rugi. Hal ini 
sesuai dengan yang diatur dalam kontrak kerja konstruksi pada Huruf 
E tentang Kewajiban PPK, No. 58 angka 3 (tiga):  
                                                             





 “Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data 
penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh 
penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan dengan kerugian nyata 
akibat peristiwa kompensasi.” 
 
  Dengan adanya peraturan mengenai ganti rugi ini, seharusnya 
dapat melindungi penyedia jasa konstruksi ketika pihak PPK 
melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran. Namun 
yang terjadi di Kota Parepare, belum pernah ada pihak PPK yang 
memberikan ganti rugi kepada penyedia jasa konstruksi apabila 
melakukan wanprestasi. Hal ini terjadi karena belum ada juga dari 
pihak penyedia jasa konstruksi yang menggugat pihak PPK dengan 
mengajukan data-data penunjang seperti apa yang telah diatur dalam 
Kontrak Jasa Konstruksi. Hal ini dikarenakan masih minimnya 
pengetahuan rekanan mengenai peraturan ataupun perundang-
undangan mengenai jasa konstruksi. Tetapi apabila terjadi  
keterlambatan pembayaran untuk pekerjaan yang telah diselesaikan 
oleh rekanan, hal itu bukan sepenuhnya kesalahan pihak PPK karena 
keterlambatan tersebut disebabkan oleh kosongnya keuangan/kas 
daerah.75 
  Selain itu, klausula yang dapat merugikan penyedia jasa 
konstruksi ditegaskan dalam SSUK Huruf F tentang Pembayaran 
Penyedia, No. 60 angka 2 (dua) huruf b, yaitu: 
“pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 
100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama 
diterbitkan.” 
                                                             






  Persyaratan ini dapat merugikan pihak penyedia jasa karena 
seperti yang terjadi di lapangan, pekerjaan telah diselesaikan 100% 
dan telah diserahkan kepada PPK dengan tepat waktu, tetapi 
penyedia jasa juga tetap terlambat dalam menerima pembayaran dari 
prestasi yang telah dikerjakannya. Melakukan penyerahan pekerjaan 
yang telah diselesaikan ternyata tidak serta merta dapat menjamin 
pihak penyedia jasa konstruksi bisa mendapatkan haknya secara 
cepat. 
  Hal ini sama seperti yang dialami penyedia jasa konstruksi yaitu 
Bapak H. Said. Beliau pernah mengalami keterlambatan dalam 
menerima pembayaran pekerjaannya dari pejabat pembuat komitmen. 
Keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu 2 (dua) sampai 3 
(tiga) bulan mungkin masih bisa dimaklumi, tetapi apabila 
pembayarannya belum juga dibayarkan sampai 1 (satu) tahun 
lamanya, itu sebenarnya hal yang sangat disayangkan oleh penyedia 
jasa. Dimana penyedia jasa telah dengan rasa tanggungjawab 
menyelesaikan pekerjaannya dan telah melakukan penyerahan 
pekerjaan secara tepat waktu tetapi kerja keras itu tak kunjung 
terbayar.76 Beliau mengerjakan pembangunan salah satu Balai 
Penyuluhan Pertanian di Kota Parepare yang mana kontraknya mulai 
berlaku pada tanggal 3 November 2012 sampai dengan 27 Desember 
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2012, namun baru dibayarkan pada akhir tahun 2013. 
 Selain itu, salah satu penyedia jasa konstruksi yaitu Bapak 
Mahmud, juga berpendapat mengenai penerapan asas keseimbangan  
bahwa sudah merupakan rahasia umum sebenarnya mengenai 
ketidakseimbangan yang kadang terjadi dalam perjanjian jasa 
konstruksi. Apalagi bukan masalah besar bagi PPK ketika rekanannya 
tidak setuju dengan isi kontrak kerja konstruksi karena masih banyak 
rekanan yang lain. Ketika rekanan tidak setuju dengan isi perjanjian 
jasa konstruksi, maka PPK akan mencari penyedia jasa yang lain 
yang setuju karena tidak memungkinkan bagi PPK untuk mengubah 
isi kontrak. Selain itu, sistem birokrasi juga merupakan pengaruh 
penting dalam hal tersebut. Peraturan-peraturan yang ada harus 
diberlakukan secara tegas dan disiplin sehingga tidak ada celah bagi 
PPK maupun rekanan untuk melakukan penyimpangan-
penyimpangan yang melanggar peraturan terkait pengadaan 
barang/jasa, serta tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pihak 
PPK ataupun rekanan terkhusus untuk masalah pembayaran. 
Seharusnya penyedia jasa konstruksi dan pejabat-pejabat yang 
berkaitan dengan jasa konstruksi harus berintegritas tinggi dan 
bekerja secara profesional.77  
  Bapak Amirudddin adalah salah satu penyedia jasa konstruksi 
yang juga pernah mengalami kerugian akibat wanprestasi yang 
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dilakukan oleh PPK. Menurut Beliau, perjanjian jasa konstruksi yang 
selama ini sudah seimbang dalam tulisan/kontrak kerja konstruksi, 
tetapi pelaksanaannya belum sesuai. Misalnya dalam hal pembayaran 
ganti rugi oleh PPK, selama ini tidak pernah ada karena pihak 
penyedia jasa harus mengajukan komplain dengan mengajukan 
dokumen penagihan dan hal itu dianggap terlalu bertele-tele.78 Selain 
itu, pemeriksaan pekerjaan pembangunan, misalnya bangunan 
sekolah, di dalam kontrak biasanya tercantum kontrak lumpsump, 
tetapi dalam pemeriksaannya pengawas menggunakan kontrak unit 
price, hal ini yang biasanya merugikan  penyedia jasa.  Misalnya 
dalam RAB tertulis panjang plafon 100 m tapi yang bisa terlaksana 
hanya 50 meter, kelebihannya diminta oleh BPK dalam bentuk uang. 
Sementara terkadang apabila di RAB seharusnya 100 m tapi di 
lapangan harus 150 m, BPK tidak ingin bertanggungjawab atas 
kelebihan itu karena mereka memeriksa berdasarkan lumpsump. 
Selain itu, Bapak Amiruddin juga menyatakan bahwa Beliau pernah 
mengerjakan satu proyek, dimana termijn 55% tidak dicairkan dengan 
alasan sedang tidak ada dana di kas daerah. Walaupun dengan tidak 
dicairkannya termijn tersebut diganti dengan penambahan jangka 
waktu pengerjaan proyek, hal ini menyebabkan Beliau tetap 
kewalahan untuk menyelesaikan  proyek tersebut. Di kemudian hari, 
jangka waktu atau masa pengerjaan proyek tersebut telah habis, 
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seketika itu juga Bapak Amiruddin dikenakan denda keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan. Padahal keterlambatan itu juga disebabkan 
karena tidak dicairkannya termijn 55%”. Beberapa hal inilah yang 
beliau anggap sebagai  ketidakseimbangan dalam pelaksanaan 
kontrak kerja konstruksi. Dengan adanya kasus Bapak Amiruddin, 
merupakan salah satu contoh terjadinya wanprestasi oleh pihak PPK. 
Wanprestasi berupa keterlambatan pemenuhan prestasi pihak PPK 
kepada penyedia jasa konstruksi karena tidak melakukan pembayaran 
termijn setelah penyelesaian pekerjaan  Bapak Amiruddin mencapai 
tahap  55% dan setelah 100% penyelesaian pekerjaannya juga sangat 
terlambat dibayarkan. Adapun alasan dari pihak PPK adalah kas 
daerah sedang kosong.79  
  Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dengan bentuk 
pembayaran bulanan, pembayaran berdasarkan tahapan 
penyelesaian pekerjaan (termijn) dan pembayaran secara sekaligus 
setelah penyelesaian pekerjaan, dengan memperhitungkan kembali 
uang muka, denda (jika ada) dan pajak. Tempat dimana pembayaran 
dilakukan tidak diatur secara khusus dalam Perpres No. 54          
Tahun 2010. Tetapi pada umumnya dilakukan pada tempat PA/KPA. 
Dengan demikian mengenai tempat pembayaran ini terjadi 
penyimpangan atas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1514 KUH 
Perdata. Bagi penyedia barang/jasa yang terpenting adalah menerima 
                                                             





pembayaran, karenanya tempat bukan persoalan yang esensial. 
Sebaliknya, waktu dan metode pembayaran merupakan aspek penting 
dalam pelaksanaan kontrak karena ini menyangkut nri penyedia 
barang/jasa.80 
  Salah satu perkembangan yang perlu diperhatikan dalam 
aturan pengadaan di Indonesia adalah pengaturan tentang sanksi 
keterlambatan pembayaran oleh PPK. Sejak terbitnya Keppres No. 18 
Tahun 2000 sampai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010, pengguna 
barang/jasa atau PPK pun dapat dikenakan sanksi dalam hal tidak 
melakukan pembayaran. Pengaturan mengenai sanksi bagi PPK 
selanjutnya dipertahankan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 122, yaitu:81 
“PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat 
dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan 
pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang 
terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku 
pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau 
b. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam kontrak.” 
  
  Sedangkan peraturan mengenai denda yang harus dibayarkan 
apabila penyedia jasa yang melakukan wanprestasi, tertuang pada 
Pasal 120 Perpres no. 70 Tahun 2012: 
 “Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat 
menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana 
ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia 
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Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu 
perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap 
hari keterlambatan.” 
  Padahal seharusnya apabila dana atau anggaran suatu 
pekerjaan/pembangunan tidak tersedia, sebaiknya pembangunan 
tersebut tidak usah dilaksanakan. Seperti yang diatur dalam Pasal 13 
Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. 
“PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani 
Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia 
anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat 
mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk 
kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.” 
 Dengan adanya peraturan di atas, seharusnya dapat menjadi 
acuan bagi PPK selaku pengguna jasa agar betul-betul menjalankan 
perannya untuk memastikan ketersediaan dana/anggaran untuk suatu 
pekerjaan yang akan dilelang. Sehingga nantinya tidak akan 
merugikan pihak penyedia jasa konstruksi. 
 Sedangkan menurut Kepala Bagian Pembangunan Sekretaris 
Daerah Kota Parepare mengenai penerapan asas keseimbangan 
dalam perjanjian antara penyedia jasa konstruksi dan PPK, perjanjian 
antara rekanan dan PPK  yang tertuang dalam kontrak kerja 
konstruksi sudah seimbang tetapi tidak demikian dalam 
pelaksanaannya di lapangan. Misalnya dalam hal pembayaran 
prestasi pihak rekanan oleh PPK, kadang kala pembayaran prestasi 





jasa  telah menyelesaikan prestasinya tanpa ada masalah dan tepat 
waktu karena tidak adanya dana di kas daerah. Itu merupakan salah 
satu kesalahan dari rekanan juga, seharusnya mereka mengajukan 
komplain terkait hal tersebut. Tetapi sebenarnya mereka tidak bisa 
juga disalahkan sepenuhnya karena hal ini merupakan kelemahan 
birokrasi kita yang harus kembali dibenahi sistemnya agar tidak 
merugikan pihak-pihak yang terkait. Adanya keterlambatan 
pembayaran disebabkan mekanisme birokrasi yang belum 
melaksanakan tugas sesuai dengan yang seharusnya. Pihak 
keuangan tidak boleh menggunakan anggaran A untuk anggaran B 
karena itu merupakan suatu kesalahan.82 
 Hal serupa juga diutarakan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan 
Sekretaris Daerah Kota Parepare, beliau menganggap bahwa antara 
hak dan kewajiban dari rekanan dan PPK sudah seimbang. Para 
pihak harus melaksanakan kewajibannya masing-masing, jika ada 
penyedia wanprestasi dalam hal terlambat menyelesaikan pekerjaan 
maka penyedia tersebut harus dikenakan denda yang akan dipotong 
dari pencairan dana proyek yang terakhir. Tetapi terkadang pihak PPK 
juga yang terlambat membayar pekerjaan rekanan. Padahal sebelum 
dilakukan pelelangan proyek, pihak PPK harus sudah mengajukan 
kelengkapan dokumen terkait ketersediaan anggaran kepada ULP 
karena hal ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh 
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PPK agar pihak ULP dapat melakukan pelelangan. Menurut Beliau, 
dalam hal keterlambatan pembayaran oleh pihak PPK yang 
merupakan wakil pemerintah, disebabkan mekanisme birokrasi yang 
belum melaksanakan tugas sesuai dengan yang seharusnya dan juga 
management keuangan yang kurang baik. Tetapi, sebenarnya 
masalah yang sama juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia, 
tidak hanya di Kota Parepare. Beliau juga menyarankan bahwa 
rekanan harus berperan aktif dalam proses perjanjian jasa konstruksi, 
misalnya menanyakan bagaimana ketersediaan dana untuk proyek 
yang akan dilelangkan kepada pihak keuangan ataupun ULP, jangan 
asal tanda tangan kontrak begitu saja. Sehingga, pada saat terjadi hal 
tersebut yang akan dirugikan pihak rekanan juga. 83 
 
B. Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Konstruksi dan  
Pejabat Pembuat Komitmen 
  Terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa 
terhadap penyedia jasa, terutama masalah keterlambatan pembayaran, 
sangat jarang ditemukan kasus dimana penyedia jasa menggugat 
pengguna jasa khususnya apabila pengguna jasanya adalah pihak 
instansi atau pemerintahan.84 
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  Adapun faktor-faktor yang dianggap sebagai penyebab 
penyedia jasa konstruksi enggan menggungat PPK:
85
 
1. Adanya rasa saling percaya yang dimiliki oleh penyedia jasa dan 
PPK, bahwa pihak PPK mempunyai itikad baik dalam perikatan 
perjanjian yang telah sama-sama disepakati.  
2. Adanya rasa ketidakenakan kepada pihak PPK karena telah lama 
menjalin hubungan sebagai relasi dalam dunia jasa konstruksi. 
3. Nilai kontrak yang terkadang dianggap tidak seberapa jumlahnya 
juga menjadi salah satu faktor karena melakukan penggugatan bisa 
jadi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 
4. Lamanya proses peradilan juga menjadi pertimbangan penyedia 
jasa untuk menggugat pihak PPK. 
5. Penyedia jasa khawatir apabila melayangkan gugatan, hal itu akan 
berpengaruh terhadap penilaian kinerja mereka saat itu dan 
kedepannya. 
6. Wanprestasi yang kadang terjadi sudah dianggap hal lumrah dan 
menjadi kebiasaan di dalam dunia jasa konstruksi. 
7. Pembayaran prestasi dari pihak PPK yang kadang terlambat,  
dianggap sebagai salah satu resiko dari pekerjaan menjadii 
penyedia jasa. 
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8. Pihak penyedia jasa masih ada yang kurang memahamii mengenai 
undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang terkait dengan 
jasa konstruksi. 
  Faktor-faktor yang tertulis diatas merupakan hasil penelitian 
dari gabungan wawancara pihak-pihak yang terkait dengan jasa 
konstruksi, seperti pejabat pembuat komitmen, penyedia jasa 
konstruksi, Kepala Bagian Pembangunan Sekretaris Daerah Kota 
Parepare, dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.  
  Dengan adanya faktor-faktor yang dikemukakan oleh pihak 
penyedia jasa konstruksi inilah yang menjadi acuan sehingga 
perlunya perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi dan 
pejabat pembuat komitmen. Dimana perlindungan hukum tersebut 
tertuang dalam Undang-Undang No. 18 tentang Jasa Konstruksi,  
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 Tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,  Peraturan Presiden No. 70 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah, dan dalam Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2012. 
Semua bentuk perlindungan hukum tersebut diformulasikan ke 





Umum Kontrak (SSUK) yang telah ditandatangani oleh pihak 
penyedia jasa dan pejabat pembuat komitmen.
86
  
  Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap penyedia jasa 
konstruksi tertuang dalam kontrak kerja konstruksi yaitu pada 
SSUK huruf B tentang Pengendalian Waktu No. 27 angka 1 
mengenai perpanjangan waktu, yaitu:  
  “Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian 
pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka 
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal 
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan 
pertimbangan pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal 
penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal 
Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika 
perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.” 
 
   Pejabat Pembuat Komitmen tidak diperkenankan 
membebankan denda terhadap penyedia jasa konstruksi apabila 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut terjadi karena 
kesalahan pejabat pembuat komitmen. Sehingga apabila terjadi 
peristiwa kompensasi, maka pihak penyedia jasa diperbolehkan 
meminta ganti rugi ataupun meminta perpanjangan waktu dengan 
syarat dapat membuktikan kerugian yang disebabkan oleh peristiwa 
kompensasi yang didukung dengan adanya data penunjang, sesuai 
yang ditegaskan dalam SSUK huruf E tentang Kewajiban PPK No. 
58 angka 2 mengenai Peristiwa Kompensasi:87 
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 “Jika peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran 
tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka 
PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau 
memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.” 
 
   Adapun hal-hal yang dikategorikan sebagai peristiwa 
kompensasi, ditegaskan dalam SSUK huruf E tentang Kewajiban 
PPK No. 58 angka 1 mengenai Peristiwa Kompensasi, yaitu: 
“Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam 
hal sebagai berikut: 
a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi 
pelaksanaan pekerjaan; 
c. Keterlambatan pembayaran kepada penyedia; 
d. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau 
instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; 
e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam 
kontrak; 
f. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk 
melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan 
pengujian ternyata tidak ditemukan 
kerusakan/kegagalan/penyimpangan; 
g. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; 
h. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang 
tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK; 
i. Ketentuan lain dalam SSKK.” 
 
   Selain itu, perlindungan hukum bagi penyedia jasa 
konstruksi juga dituangkan dalam SSUK huruf B tentang Keadaan 
Kahar No. 37 angka 1 mengenai Keadaan Kahar, yaitu: 
“suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan 
tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang 
ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi” 
 
   Adapun keadaan kahar yang dimaksud, meliputi bencana 
alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, 





melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis 
terkait. 
  Sedangkan bentuk perlindungan hukum bagi Pejabat 
Pembuat Komitmen selaku pengguna jasa, ditegaskan juga dalam 
SSUK huruf B tentang Pengendalian Waktu No. 26 angka 2 
mengenai Waktu Penyelesaian Pekerjaan: 
“Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan 
akibat keadaan Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau 
karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia 
dikenakan denda” 
 
  Berdasarkan perjanjian tersebut, telah ada dasar bagi 
pejabat pembuat komitmen untuk membebankan denda kepada 
penyedia jasa konstruksi yang lalai dalam menyelesaikan 
pekerjaannya berupa keterlambatan pekerjaan ataupun 
wanprestasi lainnya.  
  Selain itu, bentuk perlindungan hukum selanjutnya bagi 
pejabat pembuat komitmen adalah diperbolehkan untuk mencairkan 
uang jaminan pemeliharaan yang telah disetorkan sebelumnya oleh 
penyedia jasa konstruksi kepada pihak Kas Daerah, apabila pihak 
penyedia jasa konstruksi tidak melakukan pemeliharaan bangunan 
pasca serah terima pekerjaan selama waktu yang telah ditentukan 
dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.88 Mengenai hal ini 
ditegaskan dalam SSUK huruf B tentang Penyelesaian Kontrak No. 
31 angka 8 mengenai Serah Terima Pekerjaan: 
                                                             





“Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan 
sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang 
retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau 
mencairkan jaminan pemeliharaan.” 
 
   Perlindungan hukum selanjutnya adalah ditegaskan dalam 
SSUK   huruf C tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak No. 43 
angka 1 mengenai Penanggungan dan Risiko 
“penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan 
menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap 
semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, 
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses 
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK 
beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan 
tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) 
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut 
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal 
penandatanganan berita acara penyerahan akhir: 
a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda 
penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil 
b. cidera tubuh, sakit atau kematian personil 
c. kehilangan atau kerusakan harta benda dan cidera tubuh, 
sakit atau kematian pihak ketiga.” 
 
  Dengan adanya hal diatas, dapat melindungi pejabat 
pembuat komitmen dari risiko-risiko yang mungkin terjadi di 
lapangan selama pengerjaan proyek yang mana risiko tersebut 
merupakan tanggung jawab dari penyedia jasa.  
  Terkait dengan kasus Amiruddin, selaku penyedia jasa 
konstruksi dan Pihak PPK selaku pengguna jasa konstruksi. 
Sebagai para pihak yang terlibat dalam Kontrak Jasa Konstruksi, 
mereka memiliki hak dan kewajiban  yang diatur dalam peraturan 
ataupun perundang-undangan dan kontrak yang telah disepakati 





perlindungan hukum terhadap para pihak yang mengadakan 
perjanjian. Dalam hal ini, Amiruddin selaku penyedia jasa 
konstruksi tidak memenuhi  kewajibannya terhadap pihak PPK 
selaku pengguna jasa secara penuh dengan alasan tidak 
dibayarkannya haknya oleh pihak PPK berupa pembayaran termijn 
55%. Tetapi, walapun Amiruddin tidak menerima pembayaran 
termijn 55%-nya, Beliau tetap melanjutkan pekerjaannya meski 
dalam keadaan minim dana. Minimnya dana yang dimiliki 
menyebabkan terlambatnya penyelesaian proyek yang 
dikerjakannya.  
   Pada saat itu, pihak PPK memberikan penambahan jangka 
waktu untuk Amiruddin sebagai kompensasi karena tidak 
membayarkan termijn sesuai yang diatur dalam kontrak kerja 
konstruksi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang 
diberikan pihak PPK kepada Bapak Amiruddin, berdasarkan 
Peraturan Kepala LKPP No.6 Tahun 2012 dan Kontrak       Nomor: 
085/02/Kontrak/PPK/TAPAL BATAS/DTRPB dalam SSUK huruf E 
tentang Kewajiban PPK No. 58 angka 1 huruf b dan No. 58 angka 2 
adalah:  
“Peristiwa Kompensasi diberikan kepada penyedia dalam hal 
keterlambatan pembayaran kepada penyedia.” 
 
“Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran 
tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka 
PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau 






   Tetapi, walaupun telah mendapat penambahan jangka waktu 
pekerjaan, Amiruddin tetap merasa kewalahan dalam 
menyelesaikan pekerjaan karena proyek yang dikerjakannya 
merupakan proyek dengan anggaran yang terbilang besar yaitu Rp. 
913.170.000,- (Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Seratus Tujuh 
Puluh Ribu Rupiah). Akibat keterlambatan tersebut, akhirnya 
perusahaan Amiruddin dikenakan denda oleh pihak PPK terkait 
keterlambatan penyelesaian proyek tersebut, berdasarkan SSUK 
huruf F tentang Pembayaran kepada Penyedia No. 60 angka tiga 
huruf c dan huruf d: 
“besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas 
keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari 
keterlambatan adalah: (1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa 
harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian 
pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau (2)  
1/1000 (satu perseribu dari harga kontrak apabila bagian 
pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.” 
 
“besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan 
pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang 
terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang 
berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia atau 
dapat diberikan kompensasi.” 
 
  Selanjutnya,  setelah penyelesaian pekerjaan 100% dan 
dilakukan serah terima pekerjaan oleh pihak Amiruddin, 
keterlambatan pembayaran kembali terjadi oleh pihak PPK. 
Keterlambatan ini terjadi selama hampir 1 (satu) tahun lamanya 





adanya penetapan anggaran dana oleh DPRD. Untuk 
keterlambatan ini, seharusnya pihak Bapak Amiruddin dapat 
menggugat berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang 
mengatur mengenai pembayaran ganti rugi, Pasal 122, yaitu:89 
“PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang 
termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas 
keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap 
nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku 
bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank 
Indonesia; atau 
b. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam kontrak.” 
 
  Sebenarnya pihak Amiruddin dapat mengajukan gugatan ke 
pengadilan dengan dasar prinsip pembelaan debitor yang lalai 
(Exceptio non adimpleti contractus) karena keterlambatan 
penyelesaian pekerjaan tersebut juga disebabkan oleh karena 
keterlambatan pencairan dana, meskipun pihak pejabat pembuat 
komitmen telah memberikan perpanjangan waktu tetapi hal 
tersebut tidak berpengaruh banyak bagi penyelesaian pekerjaan 
secara tepat waktu karena hal yang paling dibutuhkan sebenarnya 
adalah dana, apalagi untuk pekerjaan dengan anggaran yang 
cukup besar jumlahnya.  
  Namun, Amiruddin selaku penyedia jasa konstruksi tidak 
ingin  menuntutnya, walaupun Beliau memiliki keyakinan bahwa 
akan memenangkan gugatan tersebut karena memiliki bukti-bukti 
                                                             





yang menguatkan. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan dengan 
alasan Beliau harus berpikir ke depan, dampak yang dapat 
ditimbulkan bagi kelangsungan pekerjaannya tersebut, yaitu bisa 
saja perusahaannya akan sulit mendapatkan proyek lagi, sebab 
pengaliran dana untuk anggaran proyek yang kadang tidak 
sistematis masih sering terjadi, dimana untuk hal ini membutuhkan 
kesabaran dari pihak penyedia jasa konstruksi untuk menunggu 
penganggaran selanjutnya. Selain itu, sudah merupakan rahasia 
umum bahwa ada beberapa proyek Pemda yang penentuan 
pemenangnya itu sudah diatur sebelumnya. Apabila penyedia jasa 
konstruksi ingin bermain bersih dalam hal mendapatkan proyek, itu 
akan cukup sulit untuk dilakukan dikarenakan ada oknum 
pemerintah dari SKPD terkait yang juga memberi celah untuk 
penyedia jasa konstruksi melakukan penyimpangan dalam proses 
mendapatkan proyek tersebut.  
  Dengan kejadian tersebut, menunjukkan bahwa masih 
kurangnya perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi 
karena pihak penyedia jasa konstruksi tidak seharusnya 
dibebankan denda untuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan 
yang disebabkan oleh peristiwa kompensasi sebagaimana yang 
ditegaskan dalam kontrak kerja konstruksi, salah satunya yaitu 






  Salah satu contoh terkait kurangnya perlindungan hukum 
bagi penyedia jasa konstruksi yaitu ketika pejabat pembuat 
komitmen terlambat membayarkan prestasinya, ganti rugi yang 
seharusnya dibayarkan kepada penyedia jasa konstruksi tidak 
dibayarkan serta merta, tetapi harus ada komplain terlebih dulu dari 
pihak penyedia jasa. Jadi apabila tidak ada komplain dari pihak 
penyedia jasa, maka ganti rugi tersebut tidak diberikan. Sedangkan 
melakukan komplain atau gugatan terhadap PPK sesuatu yang sulit 
terjadi dengan alasan seperti yang dikemukakan oleh Amiruddin 
selaku penyedia jasa konstruksi yang telah belasan tahun 
menggeluti bidang pekerjaan jasa konstruksi. 
   Selain itu, kurangnya perlindungan hukum bagi penyedia 
jasa konstruksi juga dirasakan oleh Bapak Irwan karena seringkali 
proyek yang telah selesai dikerjakan, selalu didatangi dan diperiksa 
oleh oknum dari LSM tertentu atau oknum pers dari koran lokal 
yang selalu mencari-cari kesalahan kontraktor dan apabila 
ditemukan kesalahan sedikit saja, oknum tersebut akan 
mengangkat beritanya ke surat kabar. Padahal menurut Bapak 
Irwan, oknum tersebut tidak mempunyai wewenang untuk 
melakukan hal tersebut karena sudah ada pengawas khusus yang 
telah ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen untuk melakukan 
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1. Penerapan asas keseimbangan dalam isi perjanjian antara 
penyedia jasa dan pengguna jasa dalam hal ini PPK, masih 
kurang berimbang, apalagi dalam pelaksanaannya. Ada beberapa 
klausula di dalam perjanjian yang dapat merugikan pihak 
penyedia jasa dan hal tersebut tidak dapat diubah karena kontrak 
jasa konstruksi merupakan kontrak baku yang dirancang secara 
sepihak oleh pihak pemerintah tanpa melibatkan penyedia jasa 
konstruksi. Hal tersebut menyebabkan ketidaksetaraan posisi 
kedua belah pihak, yang mana pihak PPK menjadi lebih tinggi 
kedudukannya dibandingkan penyedia jasa. Hal tersebut juga 
disebabkan karena lebih banyaknya jumlah penyedia jasa 
daripada pengguna jasa yang menyebabkan posisi tawar 
penyedia jasa konstruksi menjadi lemah.  
2. Perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi dan 
pejabat pembuat komitmen tertuang dalam peraturan-peraturan 
terkait jasa konstruksi. Di dalam peraturan tersebut mengatur hak 
dan kewajiban dari masing-masing pihak guna memberikan 





salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya ataupun 
melanggar hak dari pihak lain yang nantinya akan menjadi dasar 
yang kuat untuk mengajukan gugatan. Adapun salah satu bentuk 
perlindungan hukum bagi pejabat pembuat komitmen, yaitu ketika 
penyedia jasa konstruksi terlambat menyelesaikan pekerjaannya 
maka secara otomatis mereka akan dikenakan denda yang akan 
dipotong langsung dari pembayaran prestasinya. Sedangkan 
perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi belum 
sepenuhnya terpenuhi karena  ketika penyedia jasa konstruksi 
merasa dirugikan oleh pihak pejabat pembuat komitmen yang 
melakukan wanprestasi, sangat sulit bagi penyedia jasa konstruksi 
untuk melakukan gugatan sebab terkendala pada rasa 
kekhawatiran yang tinggi bahwa hal tersebut akan berpengaruh 
terhadap penilaian kinerjanya pada masa yang akan datang. 
B. Saran 
 1.  Kepada penyedia jasa sebaiknya mempelajari terlebih dahulu 
mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan jasa 
konstruksi. Sehingga dapat lebih memahami klausula-klausula 
yang ada dalam kontrak kerja konstruksi yang mereka sepakati 
dengan pengguna jasa. Selain itu, dalam proses pelelangan 
sebaiknya pengguna jasa berani menanyakan hal-hal yang tidak 
dimengerti ataupun mengenai ketersediaan anggaran dana dan 





terjadi lagi suatu ketidakseimbangan dalam isi kontrak dan 
pelaksanaannya. Maka dibutuhkan sebuah iktikad baik dari kedua 
belah pihak baik pejabat pembuat komitmen maupun penyedia 
jasa konstruksi agar tercipta keseimbangan dalam kontrak kerja 
konstruksi. Selain itu, apabila pihak pejabat pembuat komitmen 
melakukan wanprestasi diharapkan penyedia jasa konstruksi 
melakukan gugatan ke pengadilan negeri guna menuntut haknya 
yang belum pasti, tanpa harus mengkhawatirkan hal tersebut akan 
berpengaruh di kemudian hari. 
 2. Kepala Bagian Keuangan yang bertanggungjawab mencairkan 
dana proyek sebaiknya mengatur keuangan daerah secara teratur 
dan terukur sehingga penyalurannya tepat sasaran sesuai dengan 
apa yang telah dianggarkan sebelumnya. Hal ini untuk menjamin 
adanya kepastian akan ketepatan waktu dalam mencairkan dana 
untuk proyek-proyek yang dibangun di daerah. Dibutuhkan pula, 
proteksi dari pemerintah yang terkait agar sebaiknya 
memperhatikan dan mengawasi kinerja para pejabat pengadaan 
barang/jasa sehingga dapat menjalankan tugasnya secara 
profesional. Selain itu, segera melakukan revisi terhadap 
peraturan-peraturan yang dapat merugikan pihak penyedia jasa 
konstruksi sehingga dapat menjamin kesetaraan kedudukan 
antara penyedia jasa dan pejabat pembuat komitmen dengan 





lembaga-lembaga yang terkait dengan jasa konstruksi agar dapat 
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